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MOTTO 

 

                

Artinya: “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah dan 

masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang 

saleh”.(Asy-Syu’ara:83) 

 Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kamu mengiringi 

usahamu dengan berdoa (Sapna Sasmita Sunaidi) 
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ABSTRAK 

Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah) Oleh: Sapna 

Sasmita, NIM: 1811150005. 

Pembimbing 1: Dr. Imam Mahdi, SH., MH dan Pembimbing ll: Drs. H. 

Tasri, MA.  

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana 

kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen 

UUD 1945. (2) dan Bagaimana kedudukan MPR pasca amandemen UUD 

1945 menurut perspektif siyasah dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan 

tersebut peneliti menggunakan metodologi penelitian dengan jenis 

penelitian pustaka (research library) dengan pendekatan penelitian 

doktrinal atau juga sering disebut normatif. Adapun Teknik pengumpulan 

data diperoleh melalui sumber data primer, sekunder dan tersier. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa (1) kedudukan MPR sebelum amandemen 

adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga 

negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Pasal yang mengatur 

MPR adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. 

Sedangkan kedudukan MPR sebelum amendemen yaitu MPR merupakan 

lembaga negara tertinggi, setelah MPR diamandemenkan maka kedudukan 

MPR  sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Berdasarkan (2) pandangan 

Siyasah Dusturiyah Kedudukan MPR dapat dikatakan baik apabila 

memenuhi prinsip kedudukan manusia dibumi, prinsip kekuasaan sebagai 

amanah, prinsip mamahami tugas sebagai kedaulatan rakyat. Tidak boleh 

bagi seorang muslim maupun nonmuslim melanggar peraturan negara 

terkait menjalankan kedudukan sebagai MPR atau kedaulatan rakyat. 

 

  

Kata Kunci: Trias Politika, Lembaga-Lembaga Negara, Sistem 

Pemerintahan, Siyasah Dusturiyah. 
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ABSTRACT 

The Position of the MPR in the Indonesian Government System After 

the Amendment of the 1945 Constitution (Siyasah Duturiyah 

Perspective). By: Sapna Sasmita, NIM: 1811150005. 

Advisor 1: Dr. Imam Mahdi, SH., MH and Advisor II: Drs. H. Tasri, MA. 

 

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) What is the 

position of the MPR in the Indonesian government system after the 1945 

amendments to the 1945 Constitution. (2) and what is the position of the 

MPR after the amendment of the 1945 Constitution according to the 

perspective of siyasa dusturiyah. To reveal this problem, the researcher 

uses a research methodology with the type of library research with a 

doctrinal research approach or also often called normative. The data 

collection techniques were obtained through primary, secondary and 

tertiary data sources. From the results of the study it was found (1) that 

the position of the MPR before the amendment was the People's 

Consultative Assembly (MPR) is one of the state institutions whose 

members consist of the DPR and DPD. The articles governing the MPR 

are Article 2 and Article 3 of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. The term of office for members of the MPR is 5 years. While the 

position of the MPR before the amendment was that the MPR was the 

highest state institution, after the MPR was amended, the position of the 

MPR was the same as other institutions. Based (2) on Siyasah Duturiyah's 

view, the position of the MPR can be said to be good if it complies with the 

principle of human position on earth, the principle of power as a mandate, 

the principle of understanding the task as people's sovereignty. It is not 

permissible for a Muslim or a non-Muslim to violate state regulations 

related to carrying out his position as MPR or people's sovereignty. 

   

Keywords: Trias Politica, State Institutions, Government System, Siyasah 

Dusturiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Isu-isu penting yang menjadi topik pembahasan dalam 

pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan 

Prespektif Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang 

perundang-undangan tersebut antara lain adalah mengenai 

kedudukan MPR dan Bagaimana kedudukan MPR dalam 

struktur parlemen RI sesudah Perubahan Undang-Undang 

Dasar tahun 1945 dan bagaimana kedudukan MPR dalam 

pengaturan mengenai struktur parlemen RI di masa mendatang. 

Pimpinan MPR diatur dalam pasal 14 hingga pasal 18. Dalam 

Pasal 14 ayat (1) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur 

sebagai: "pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang 

berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri 

atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 

(dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang 

ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR, Peraturan Tata Tertib 

MPR RI (keputusan MPR RI Nomor 13/ MPR/ 2004 tentang 

Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI).1 

Salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 1 Ayat 2 

                                                             
1
 Pasal 7 Ayat (1) UU NO.22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD dan DPRD diatur: “Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan tiga orang wakil 

ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD  yang dipilih dari dan oleh anggota MPR 

dalam Sidang Paripurna MPR.” Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Susunan 

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.4 Oktober-Desember 2009. 
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Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa MPR 

tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi 

menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut 

menyebabkan wewenang MPR menjadi sangat berkurang, sebab 

lembaga ini tidak lagi berhak mengangkat presiden dan wakil 

presiden karena sudah dipilih langsung. MPR juga tidak berhak 

memecat langsung presiden dan wakil presiden, karena harus 

ada usulan dari DPR setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, 

mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan atau wakil 

presiden bersalah.2 Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 

1945 membawa beberapa perubahan terhadap kedudukan MPR, 

Yaitu:  

Pertama, pergeseran kedudukan MPR dari lembaga 

tertinggi menjadi lembaga tinggi Negara. Sebelum amandemen 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 MPR merupakan 

penyelenggara kedaulatan rakyat; dalam arti kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, bahkan 

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan 

bahwa MPR ialah penyelenggara Negara yang tertinggi. MPR 

dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedulatan 

rakyat. 

                                                             
2
 Sekretariat Jendral MPR RI, Buku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 

1945 (Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270) h. 115-116. 
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Kedua, perubahan tentang keanggotaan MPR. Sebelum 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen keanggotaan 

MPR terdiri dari seluruh anggota DPR, ditambah dengan utusan 

daerah, dan utusan golongan. Namun, setelah amandemen 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 keanggotaan MPR terdiri 

dari suatu anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)). 

Ketentuan tersebut sebenarnya ingin menjadikan lembaga 

perwakilan menjadi bicameral (dua kamar), seperti halnya di 

Amerika Serikat, di mana senat sebagai perwakilan Negara 

bagian dan house of representative sebagai perwakilan dari 

masyarakat. 

Ketiga, perubahan tentang kewenangan MPR. Sebelum 

amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 MPR, 

mempunyai wewenang memilih presiden dan/atau wakil 

Presiden dan/atau wakil presiden; melakukan siding istimewa 

untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden 

dalam masa jabatannya jika presiden dan/atau wakil presiden 

melanggar konstitusi, dan mengubah Undang-Undang Dasar 

tahun. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 

tahun 1945 wewenang MPR meliputi mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar; melantik presiden 

dan/atau wakil presiden; memberhentikan presiden dan/atau 

wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1), (2), (3). 3 

                                                             
3
 Penjelasan pasal 1 UUD 1945 sebelum amandemen. 
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Sebelum Amandemen (dalam naskah asli UUD 1945) kekuasaan 

membentuk Undang-Undang ada pada presiden dan DPR 

memberikan persetujuannya. Berdsarkan bunyi Pasal tersebut 

Hamid Attamimi berpendapat, kekuasaan membentuk Undang-

Undang (legislative power) ada pada presiden bukan ada pada 

DPR.4 Ketentuan dalam naskah asli UUD 1945 membingungkan 

dan mengandung anomaly. Selain anomaly dalam praktek 

ketatanegaraan, terutama pada masa pemerintahan presiden 

Soeharto, ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan. 

Pertama, kekuasaan presiden menjadi begitu kuat, termasuk 

menentukan isi dari suatu Undang-Undang. Kedua, ketentuan ini 

sangat mengendurkan kemauan DPR untuk menggunakan hak 

inisiatif mengajukan rancangan Undang-Undang. Ketiga, seolah-

olah setiap rancangan Undang-Undang harus disetujui oleh 

DPR.5 

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyempurnakan aturan dasar 

mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang 

tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pelaksanaan 

kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi masyarakat agar 

sesuai dengan perkembangan paham demokrasi, 

                                                             
4
 Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta: Disertai-Universitas Indonesia, 1990), 

h.146. 
5
Baqir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, h.23.  
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Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara 

demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian 

kekuasaan yang lebih tegas, system saling mengawasi dan saling 

menyimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan 

transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang 

baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa 

dan tantangan zaman, kemudian menyempurnakan aturan 

dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai 

dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan 

bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus 

mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang 

akan datang.6 

Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga 

perwakilan rakyat, karena susunan anggota MPR saat ini terdiri 

atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika 

dilihat dari komposisi anggota Majelis Permusywaratan Rakyat 

maka MPR dapat digolongkan sebagai lembaga parlemen. 

Adapun dengan masih adanya kewenangan membuat Undang-

Undang Dasar dan memberhentikan presiden, maka MPR 

dianggap sebagai institusi demokrasi perwakilan. Representasi 

kepentingan rakyat secara nasional dalam lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui partai politik dan 

                                                             
6
 Sekretariat Jenderal MPR RI, buku panduan pemasyarakatan Undang-undang 

dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR RI edisi revisi (Jl. 

Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270), h. 12-13 
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representasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga 

perwakilan rakyat didaerah. 

Tujuan pembentukan MPR RI Nomor I/MPR/2003 

tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan 

majelis permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan 

majelis permusyarawatan rakyat republik Indonesia Tahun 1960 

sampai dengan tahun 2002 adalah meninjau dan menentukan 

hasil-hasil yang berhubungan dengan materi dan status hukum 

setiap ketetapan MPR. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk 

menghindari adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi 

dengan berlakunya seluruh system  pemerintahan negara 

berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan 

MPR.7 

Satu-satunya wewenang lama yang masih melekat pada 

MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

tahun 1945. Gagasan mengurangi wewenang MPR 

mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi menjadi satu-satunya 

lembaga yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap 

lembaga yang mengemban tugas politik dan pemerintahan 

adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan bertanggungjawab 

kepada rakyat. Kedudukan, tugas dan wewenang MPR setelah 

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

                                                             
7
 Sekretariat Jenderal MPR RI, buku panduan pemasyarakatan..., h. 227. 
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Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan, tugas dan wewenang 

sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (2), Pasal 2 ayat  (I), Pasal 

3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 7B ayat (6), Pasal 8 dan Pasal 37 

Undang-undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, 

dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD (UUMD3 Kedudukan MPR adalah Lembaga 

permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga 

negara. MPR memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3). Adapun tugas dan 

wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar, melantik Presiden dan wakil Presiden, 

memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan mahkamah 

konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, 

melantik wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden 

mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat 

melaksanakan kewajibanya dalam masa jabatannya.8 

Secara ikedudukan, imaka iMPR itelah isama idengan ilembaga 

inegara iyang ilain. iTidak iada ilagi ilembaga itertinggi iNegara idan 

ilembaga itinggi iNegara. iSehingga idalam isistem iKetatanegaraan 

itidak iada ilagi ilembaga  iNegara iyang ilebih itinggi idari iyang ilain. 

iMPR itidak ibisa idikategorikan  isebagai ilembaga ilegislatif ikarena 

iMPR itidak imembuat iperaturan iperundang-undangan. iTetapi 

                                                             
8
 Sekretariat Jenderal MPR RI, Buku Panduan Pemasyarakatan..., h. 217. 
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iMPR imasih ibisa idikategorikan isebagai ilembaga iperwakilan  

irakyat. iKarena isusunan ianggota iMPR iyang iada idalam iUndang-

Undang iDasar i1945 imenurut iPasal i2 iUndang-Undang iDasar itahun 

i1945 isetelah iPerubahan iKeempat iadalah: i“Majelis 

iPermusyawaratan iRakyat iterdiri iatas ianggota iDewan iPerwakilan  

iRakyat idan ianggota iDewan iPerwakilan iDaerah iyang idipilih  

imelalui ipemilihan iumum idan idiatur ilebih ilanjut idengan iundang-

undang”.9 

Mengenai iMPR isebagai ikamar itersendiri idalam istruktur 

iparlemen iRI,maka iMPR imemiliki ikewenangan iyang idiatur idalam 

iUndang-Undang iDasar, idan idiantara ikewenangan itersebut ihanya 

isatu iyang ibersifat irutin iyang idilaksanakan i5 itahun isekali i(kecuali 

iada ihal-hal ikhusus), iyaitu imelantik iPresiden idan/atau iWakil 

iPresiden. iSifat ipekerjaan iMPR iyang itidak irutin imenyebabkan  

iMPR itidak iperlu imemiliki istruktur  ipimpinan iyang iberbeda 

idengan iDPR idan iDPD. iAkan itetapi ijabatan-jabatan ipimpinan iyang 

iberbeda-beda idalam i3 ilembaga inegara iyang iberbeda isangat  

ididukung ioleh ipartai-partai ipolitik idi iDPR, ikarena imerupakan  

ilahan idistribusi ikekuasaan iyang imenguntungkan. iPada imasa 

iMPRS idan iDPR-GR iOrde iBaru, iterjadi i1 ikali iperbedaan iantara 

ipimpinan iMPRS idan iDPR-GR, iakan itetapi iparlemen isetelah 

ipemilihan iumum ikembali idiatur  ibahwa ipimpinan iMPR 

imerangkap ipimpinan iDPR. iTerdapat ikesan iyang idibuat ibahwa 

iMPR isetelah iamandemen ihanya idisisakan isedikit isaja iwewenang 

                                                             
9

 iSekretariat  iJendral iMPR iRI, iBuku UUD...,ih. i134. 
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imenjalankan ikedaulatan irakyat ikarena idibagi irata idengan 

ilembaga-lembaga ilain, ihal iitu itentu isaja irentan imemunculkan 

idisharmoni idan iwewenang iyang itumpang itindih. iDPR, iDPD, idan 

iMPR, imerupakan ilembaga iyang iberdiri isendiri ikarena imemenuhi 

ikriteria isebagai isebuah ikamar, iyaitu imemiliki ifungsi isesuai 

idengan ikedudukannya isebagai iparlemen i(repsentative iassemblies  

idan ideliberative iassemblies), imemiliki ianggota itersendiri iyang 

imerupakan iwakil idari ipemilih idengan ikategori itertentu idalam 

ipemilihan iumum, idan imemiliki istruktur ikelembagaan  itersendiri 

idan iaturan-aturan itersendiri itentang iprosedur idalam ilembaga  

itersebut. iDalam ihukum iislam iPerundang-Undangan itermasuk ike 

idalam iSiyasah iDusturiyah iyang isalah isatunya  ibagian idari iFiqh  

iSiyasah. iSecara iterminologis, ifiqh iadalah ipengetahuan itentang 

ihukum-hukum iyang isesuai idengan isyara‟ imengenai iamal 

iperbuatan iyang idiperoleh idari idalil-dalilnya iyang itafshili 

i(terperinci, iyakni idalil-dalil iatau ihukum-hukum iserta imengatur 

ikeadaan). i
10 

Siyasah iadalah ipengurusan ikepentingan-kepentingan 

i(mashalih) iumat imanusia isesuai idengan isyara‟ imenurut ipendapat 

isuyuthi ipulungan,1995:  i25 idemi iterciptanya ikemaslahatan.  

iKemaslahatan idalam iistilah iushul ifiqh iadalah ial-maslahah iyang 

isama idengan ikata ial-manfa‟ah isebagai ibentuk itunggal idari ikata ial-

mashalih. iSiyasah idiartikan  ilagi idengan ipolitik isebagaimana  

                                                             
10

Aisyah iAminy, iPasang iSurut iPeran iDPR-MPR i1945-2004, i(Jakarta: iYayasan 

iPancur iSiwah ibekerja isama idengan iPP iWanita iIslam, i2004) ih. i203-227. 
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iuraian iayat-ayat ialquran itentang ipolitik isecara isepintas idapat  

iditemukan ipada iayat-ayat iyang iberakar ikata ihukum. i 

Fiqh isiyasah iadalah iilmu itata inegara iIslam iyang isecara 

ispesifik iyang imembahas itentang iseluk ibeluk ipengaturan  

ikepentingan iumat imanusia ipada iumumnya idan inegara ipada 

ikhususnya,  iberupa ipenetapan ihukum, iperaturan idan ikebijakan  

ioleh ipemegang ikekuasaan iyang ibernapasakan iatau isejalan 

idengan iajaran iislam,guna imewujudkan ikemaslahatan ibagi 

imanusia idan imenghindarkan inya idari iberbagai idari ikemudoratan 

iyang imungkin itimbul idalam ikehidupan  

ibermasyarakat,berbangsa,bernegara iyang idijalaninya.11
 i 

Bagian idari iFiqh iSiyasah isalah-satunya iialah: iSiyasah 

iDusturiyah imerupakan  iistilah iyang iumum idikenal idalam  ikajian 

ipemikiran ipolitik iislam idan idisiplin iyang iserumpun. iSelain  iitu 

ijuga idikenal idengan iistilah isederhana ioleh imasyarakat iakademisa  

isebagai ipolitik iislam. iBiasanya idi iIndonesia idisiplin iilmu itentang 

iini iselalu idi ijadikan iparadigma iilmu iperbandingan idenga iilmu 

ihukum ipositif iyang iberlaku idi iIndonesia. iJika  isemangat iprinsip 

inilai-nilai iislam idan isemangat iasas-asas ihukum ipositif iyang 

iberlaku idi iIndonesia isejalan, imaka  isecara iotomotasi ipula  iruh 

iperundang-undangan idi iIndonesia  imempunyai ikompatibilitas 

idengan isemangat iyang idicita-citakan idalam iIslam.12
 i 

                                                             
11

 iAbu iAl-fadhl iAd-din iMuhammad ibin iMukram ibin iManzhur, iLisan iAl-Arab, 

iBairut: iDar iShadir, i1386/1968,h. i522; iLois iMa’ruf, iAl-Munjid ifi iAl-Lughat iwa iAl-A’tam, 

iBairut: iDar iAl-Masyriq, i1986, ih.591 
12

 iAli iAkhbar iAbaib iMas iRabbani iLubis, iIlmu iHukum idalam isimpul iSiyasah 

iDisturiyah, i(Yogyakarta: iSemesta iAksara, i2019) ih. i4. 
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Siyasah idusturiyah iadalah ipembuatan iundang-undang i 

idan imelahirkan ikebijakan ipenguasa iyang iberisi iberbagai iaturan  

iuntuk ikehidupan imasyarakat idalam ibernegara. iKeputusan 

ihukum iyang idibuat ioleh ipemimpin iatau ipenguasa  idapat 

idikategorikan isebagai itasyri‟ ikarena isecara idefinitive,tasyri‟  

iadalah ikata iyang idiambil idari ilafazh isyariah iyang iartinya ijalan 

iyang ilurus.13 

Siyasah iDusturiyah ibagian iFiqh iSiyasah i iyang imembahas i 

imasalah iperundang-undangan inegara, ididalamnya ijuga 

imembahas ikonsep-konsep ikonstitusi, ilagislasi, ilembaga  

idemokrasi idan isyura, ilebih iluas ilagi ibahwa isiyasah idan ihubungan 

isymbiotic iantara ipemerintah idan iwarga inegara iserta ihak-hak iyang 

iwajib idilindungi.14 

Dari ilatar ibelakang iyang ipenulis ibuat imaka ipenulis itertarik 

iuntuk imeneliti itentang ilatar ibelakang itersebut idengan itema 

i"KEDUDUKAN iMPR iDALAM iSISTEM iPEMERINTAHAN 

iINDONESIA iPASCA iAMANDEMEN iUUD i1945 i(PERSPEKTIF 

iSIYASAH iDUSTURIYAH)." 

B. Rumusan iMasalah i 

Dari ilatar ibelakang idi iatas, imaka idapat irumusan imasalah  

iyang ipenulis iteliti iialah: 

1. Bagaimana ikedudukan iMPR idalam isistem ipemerintahan 

iIndonesia ipasca iamandemen iUUD i1945?  

                                                             
13

 iProf. iDr. iH. iBoedi iAbdullah, iM.Ag, iPolitik iKetatanegaraan idalam iIslam i(Siyasah 

iDusturiyah), i(Bandung i40253), ih.2 
14

 iT.M.Hasbi iAsh-Shiddieqy, iPengantar iSiyasah iSyar’iyah, i(Yogyakarta: iMadah, 

it.tp.),h.8 
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2. Bagaimana ikedudukan iMPR ipasca iamandemen iUUD i1945 

imenurut iperspektif isiyasah idusturiyah? 

C. Tujuan iPenelitian  

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan 

penelitian yang penulis teliti ialah: 

1. Untuk mengetahui ikedudukan  iMPR idalam isistem 

ipemerintahan iIndonesia ipasca iamandemen iUUD i1945, dan 

2. Untuk mengetahui ikedudukan iMPR ipasca iamandemen iUUD 

i1945 imenurut iperspektif isiyasah idusturiyah. 

D. Kegunaan iPenelitian 

Adapun idengan idiadakan ipenelitian itentang iKedudukan 

iMPR iDalam iSistem iPemerintahan iIndonesia iPasca iAmandemen 

iUUD i1945 i(Perspektif iSiyasah iDusturiyah), idiharapkan ibisa 

imemberikan imanfaat ibaik isecara iteoritis imaupun ipraktis ibagi 

isemua ipihak. 

1. Teoritis 

Dapat imenambah ipengetahuan, ipengalaman, idan 

iwawasan ibagi ipenulis iserta ipembaca imengenai ipermasalahan  

iyang idikaji. iBisa imelengkapi ikhazanah ikeilmuan iatas 

ipenelitian-penelitian iterdahulu imengenai imasalah iyang 

iberkaitan idengan iobjek ipenelitian.  

2. Praktis 

Bagi ipembaca idan imasyarakat idapat imemberikan 

ikonstribusi ipemahaman itentang iKedudukan iMPR iDalam 
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iSistem iPemerintahan iIndonesia iPasca iAmandemen iUUD i1945 

i(Perspektif iSiyasah iDustiriyah). 

E.  iPenelitian iTerdahulu 

Penelitian iyang idiajukan iini iadalah isebuah ipenelitian iyang 

iakan imeninjau iKedudukan iMPR iDalam iSistem iPemerintahan 

iIndonesia iPasca iAmandemen iUndang-Undang iDasar itahun i1945 

i(Perspektif isiyasah idusturiyah).  iKeaslian ipenelitian iakan 

idiungkap iberdasarkan ipembahasan ibeberapa ipenelitian 

iterdahulu iyang iakan idapat imembedakan ipenelitian iyang ipeneliti 

itemukan idi iperpustakaan i imaka ipenulis imelakukan ipenelusuran  

imelalui iinternet, iadapun ihasil ipenelusuran itersebut ipenulis 

imenemukan ibeberapa ipenelitian iyang ihampir imendekati 

ikesamaan. i 

Berdasarkan ipenelusuran idata ibase ipenelitian imelakukan  

isearch iengine igoogle idan iYahoo itidak iditemukan ipenelitian  

idengan ijudul iyang isama. iDidapatkan ibeberapa ipenelitian idengan 

isalah isatu ivariabel iyang isama, ipenelitian-penelitian itersebut idi 

iantaranya: 

1. Berdasarkan ipenelitian iyang idisampaikan ioleh iAzwizarmi 

idengan ijudul i“Kedudukan, iTugas iDan iWewenang iMPR iDalam 

iSistem iKelembagaan iNegara iIndonesia iPasca iAmandemen 

iUUD i1945. i
15

i iPersamaan ipenelitian iini iadalah isama-sama 

imeneliti ikedudukan iMPR dalam kelembagaan Indonesia 

                                                             
15

 iAzwizarmi, iKedudukan, iTugas iDan iWewenang iMpr iDalam iSistem 

iKelembagaan iNegara iIndonesia iPasca iAmandemen iUUD i1945, i(Tesis i: iProgram iStudi 

iHukum iTata iNegara, iUniversitas iIslam iIndonesia iYogyakarta, i2006), ipada ihari iJumat, i4 

iFebruari i2022, iJam i13.12 iWIB. 
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iUUD i1945. iSedangkan iperbedaannya penulis meneliti tentang 

kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945 Perspektif 

Siyasah Dusturiyah. 

2. Fatmawati, idengan ijudul i"Mengenai iKedudukan iMPR isesudah 

iperubahan iUUD i1945". ipenelitian iini imenunjukkan iadanya 

igambaran ikedudukan iMPR isesudah iperubahan iUUD i1945. 

iPersamaan ipenelitian  iini iadalah  isama-sama imeneliti 

ikedudukan iMPR isetelah iamandemen iUUD i1945. iSedangkan 

iperbedaannya iadalah ivariabel ipenelitiannya, idimana iada 

ipenelitian iterdahulu ivariabel ipenelitiannya iadalah ikedudukan  

iMPR isesudah iperubahan iUUD i1945, sedangkn penulis 

meneliti tentang kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 

1945 Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

3. Skripsi karya Febriansyah, jurusan ilmu hukum, tema yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis 

Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR RI) sesudah amandemen keempat 

UUD 1945. tentang latar belakang sebab akibat diubahnya 

kewenangan Majelis Permusyawaratan rakyat dalam UUD 

1945 ditinjau dari beberapa perbandingan hukum.16 

Persamaanya ialah sama-sama meneliti tentang amandemen 

UUD 1945 sedangkan perbedaannya ialah penulis meneliti 

tentang Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

                                                             
16

Febriansyah, Analisis Yuridis Terhadap Wewenang MPR RI sesudah 

amandemen keempat UUD 1945, (Riau: t.p, 2012), h. 5 
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4. Muslih Hamdi, dengan judul tesis Pergeseran Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasakan UUD NRI 1945. 

Penulis adalah mahasiswa program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 

mempertanggungjawabkan tesis tersebut pada tahun 2011. 

Persamaannya ialah sama-sama membahas tentng pergeseran 

kedudukan MPR. Perbedaannya ialah penulis sedikit fokus ke 

Siyasah Dusturiyah. 

5. Hardjono (2009), dalam buku Legitimasi Perubahan 

Konstitusi. Hasil penelitian yang dicapai dalam buku tersebut 

adalah hasil perubahan konstitusi melalui amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki legitimasi yang kurang 

mendasar secara filosofis, yuridis dan sosiologis. 

Dari ibeberapa ipenelitian iterdahulu iyang imembedakan  

itentang isistem iketatanegaraan idan ikedudukan iMPR isesudah 

iamandemen, ipenelitian iyang iakan idilakukan ipeneliti iadalah  

ipenelitian itentang ikedudukan iMPR idalam isistem ipemerintahan 

iIndonesia ipasca iamandemen iUUD i1945 i(Perspektif isiyasah 

idusturiyah). 

F. Metode iPenelitian 

Metodelogi  Penelitian merupakan tata cara bagaimana 

suatu penelitian itu dilaksanakan. Dibawah ini penulis 

menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Jenis idan iPendekatan iPenelitian 

a. Jenis Penelitian  
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Research Library yaitu penelitian yang bersifat pustaka. 

penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian 

yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi 

dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti 

buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu Pendekatan  i 

imerupakan ipenelitian idoktrinal iatau isering ijuga idisebut 

inormatif, iyang imerupakan istudi iterhadap ihukum iyang 

idikonsepsikan idan idikembangkan iatas idasar idoktrin iyang 

idianut isang ipengkonsep idan iatau ipengembangnya.17
 

2. Sumber dan Taknik Pengumpulan Data  

a. Sumber Data  iprimer, bahan hukum yang mengikat,iyakni: i 

1) UUD i1945 ihasil iamandemen i  

2) Perundang-undangan ilain iyang iterkait idengan 

ipengaturan ilembaga inegara i 

3) Buku-buku Siyasah Dusturiyah Karya Ali Akhbar Abaib 

Mas Rabbani Lubis dan H.A Djazuli. 

b. Sumber Data isekunder, imenjelaskan ibahan ihukum iprimer,  

iseperti iRUU, ikarya iakademik idan iilmiah idari ikalangan  

ihukum idan ihasil ipenelitian iterkait. 

c. Sumber Data  tersier, terdiri dari bahan penunjang, yakni: 

                                                             
17

 iSoetandyo  iWignjosoebroto. iHukum iParadigma, iMetode idan iDinamika 

iMasalahnya,. I(iJakarta, 2002), ih. i147 
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1) Bahan-bahan iyang imemberi ipetunjuk idan ipenjelasan  

iterhadap ibahan ihukum iprimer idan isekunder, iseperti 

ikamus, iensiklopedi idan ilain-lain.  

2) Bahan-bahan iprimer, isekunder, itersier iyang ibersifat  

ipenunjang idi iluar ibidang ihukum,  iseperti ifilsafat, 

isosiologi, ipolitik, iekonomi, ibudaya idan ilain-lain 

3. Teknik iAnalisis iData 

Metode ianalisis idata iyang iakan idigunakan idalam 

ipenelitian iini iadalah imetode ianalisis research library, ikarena  

idatanya iberupa idata iresearch library imaka idalam ihal iini 

ipenulis imenggunakan idan imenyusun idata iyang iberkenaan 

idengan ipenelitian. iData iyang iterkumpul ikemudian idianalisis 

idengan imenggunakan imetode ideduktif adalah metode 

penalaran yang digunakan dalam science untuk mendapatkan 

kesimpulan yang benar secara logika.18 

G. Sistematika Penulisan  

Proses penelitian sampai kepada hasil penenlitian akan 

penulis sampaikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab iI, ipendahuluan iyang iakan imenguraikan ilatar ibelakang 

imasalah, irumusan  imasalah, tujuan ipenelitian,  ikegunaan 

ipenelitian, ipenelitian iterdahulu, imetode ipenelitian dan 

sistematika penulisan.  

                                                             
18

 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104. 
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Bab iII, iyang iakan imenguraikan  itentang teori trias politica, 

teori sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan 

parlementer, teori siyasah dusturiyah, pengertian siyasah 

dusturiyah, ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah, dan 

sumber hukum siyasah. 

Bab iIII, ihasil ipenelitian  idan ipembahasan imengenai 

ikedudukan iMPR ipasca iamandemen iUndang-Undang iDasar  

itahun i1945, idan ihasil ipenelitian idan ipembahasan imengenai 

ikedudukan iMPR idalam isistem ipemrintahan idalam iperspektif 

isiyasah idusturiyah. 

Bab i1V, ipenutup iyang iberisi itentang ikesimpulan idan isaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Trias Politica dan  Teori Lembaga-Lembaga Negara 

MPR bukan lagi sebagai lembaga “tertinggi” negara hal 

ini berdasarkan pertimbangan bahwa, MPR bukan satu-satunya 

lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, karena seusai 

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: 

“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Disamping itu semua lembaga yang 

mengemban tugas politik negara dan pemerintahan (tidak 

termasuk lembaga kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan 

Rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada 

rakyat. Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada MPR 

tetapi langsung kepada rakyat. 

Konsekuwensi dari MPR bukan lagi sebagai  lembaga 

tertinggi, maka tidak ada lagi ketetpan MPR yang dapat 

dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan, pendapat 

seperti ini sebenarnya telah lama disampaikan oleh Harun 

Alrasyid bahwa Tap MPR tidak bisa dijadikan peraturan 

perundang-undangan atau memuat hal-hal yang bersifat 

regeling (pengaturan). Bagi Harun Alrasyid seharusnya 

peraturan perundang-undangan  yang langsung berada 

dibawah UUD adalah UUD adalah UU. Ketetapan MPR boleh 

saja ada, tetapi ia bukan peraturan perundang-undangan 

(regeling) melainkan sebatas (beschikking). Pandangan tersebut 
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kemudian diterima dan dimasukkan di dalam amandemen UUD 

1945. 

Perubahan lembaga MPR ini tidak sekligus menjadikan 

sistem perwakilan dua kamar (bicameral/hanya mengarah) 

seperti Amerika dan Inggris, karena di Indonesia cenderung 

kepada tig kamar yaitu MPR, DPR, dan DPD, yang mempunyai 

wewenang sendiri-sendiri. Karena di dalam konsep yang 

dipakai bicameral bukan anggota yang menjadi unsur tetapi 

lembaga seperti di Amerika yang dikatakan Congres Amerika 

Adalah Senate dan House of refresentatives.19 

Suatu inegara idapat idikatakan iberjalan idengan ibaik, iapabila 

idi isuatu inegara itersebut iterdapat isuatu iwilayah iatau idaerah 

iteritorial iyang isah, iyang imana ididalamnya iterdapat isuatu 

ipemerintahan iyang isah idiakui idan iberdaulat, iserta idiberikan 

ikekuasaan iyang isah iuntuk imengatur ipara irakatnya.20
 iKekuasaan 

iyang isah, iartinya ibahwa ipemerintah iyang iberdaulat, iadalah  

imerupakan irepresentasi idari iseluruh irakyat idan imenjalankan  

ikekuasaan  iatas ikehendak irakyat. iKekuasaan iadalah iwewenang 

iatas isesuatu iatau iuntuk imenentukan i(memerintah, imewakili,  

imengurus, idan ilain isebagainya) isesuatu. iDalam ihal iini ipemerintah 

imenjalankan ikekuasaan iatas ikehendak irakyat, iartinya ibahwa 

iberdasarkan ikonsensus iyang itertuang idalam iPembukaan  

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945, 

                                                             
19 Imam Mahdi,  Hukum Tatat Negara Indonesia (Perpustakaan Nasional,2011)h. 

119-130 
20

 iKaelan, iPendidikan iKewarganegaraan iUntuk iPerguruan iTinggi i(Yogyakarta: 

iParadigma, i2010), ih. i78 
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itelah idisepakati ibahwa  irakyat imemberikan iwewenang.21
 ikepada 

ipemerintah iuntuk imemerintah, imewakili idan imengurus urusan 

ipemerintahan. iPada isaat imenjalankan iroda ipemerintahan, 

ipemerintah imemerlukan isuatu i“Sistem iPemerintahan”. i 

1. Lembaga-lembaga iNegara iSebelum iAmandemen iUUD i1945 

Sebelum iamandemen iUUd i1945 idikenal ibeberapa iistilah  

iyang idapat idigunakan iuntuk imendefinisikan ilembaga iatau 

iorgan inegara. iKonstitusi iRIS imneyebutkanya ialat  

iperlengkapan ifederal. iYang iterdiri idari ipresiden, imenteri-

menteri, isenat, iDPR, iMA, iDewan iPengawas iKeuangan,.  

iAdapun iUUDS idalam iPasal i44 imenyebut ialat iperlengkapan  

inegara iyang iterdiri idari ipresiden, imenteri-menteri, iDPR, iMA 

idan iDewan iPengawas iKeuangan. i 

Lembaga-lembaga inegara isebelum iamandemen iUUD 

i1945 imenyebutkan isatu ilembaga itertinggi inegara idan ilima 

ilembaga itinggi inegara iseperti idalam igambar idibawah iini: 

a. Majelis iPermusyawaratan iRakyat; 

Pasal i2 iayat i(1) iUUD i1945 imenyebutkan ibahwa 

ianggota iMPR iterdiri idari ianggota iDPR iditambah idengan 

iutusan idaerah idan iutusan igolongan.  iMenurtu iketentuan 

iUU iNomor i16 iTahun i1969 ikemudian  idirubah idengan iUU  

iNo.5 iTahun i1975, iyang idimaksud idengan iutusan igolongan  

iadalah: 

1) Golongan ipolitik iyang idipilih idalam ipemilihan iumum. 

                                                             
21

 iPusat  iBahasa iDepartemen iPendidikan iNasional, iKamus iBesar iBahasa iIndonesia 

iEdisi iKetiga i(Jakarta: iBalai iPustaka, i2002), ih. i604 
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2) Golongan ibukan ikarya iABRI. iKalau idiperhatikan  

ikelompok ikedua iini isama idengan iapa iyang idimaksud  

idengan igolongan ifungsional idari ikelompok iyang ibukan 

iABRI iumpamanya, iwartawan, icendekiawan, ialim iulama 

idan isebagainya. 

3) Golongan ikarya iABRI 

Adapun iwewenang iMPR imenurut iUUD i1945 iadalah: 

a) Pasal i3, iMPR imenetapkan iUUD idan iGBHN  

b) Pasal i6 iayat i(2), iPresiden idan iWakil iPresiden idipilih  

ioleh iMPR idengan isuara iterbanyak  

c) Pasal i37 iayat i(1), imengubah iUUD. 

b. Presiden 

Presiden imenurut iPasal i6 iayat i(2) i ipresiden idipilih  

ioleh iMPR idengan isuara iterbanyak, ikemudian idi iPasal i6 

iayat i(1) imenyebut iPresiden iadalah iorang iislam iasli. iUntuk 

ipertama ikali ipemilihan  iPresiden ibelum ibisa imelaksanakan  

iamanat iPasal i6 iayat i(2) itersebut imengingat iMPR ibelum 

idibentuk, iuntuk iitu iPanitia  iPersiapan iKemerdekaan 

iIndonesia i(PPKI) imemilih iAir. iSoekarno idan iDrs. 

iMohammad iHatta imasing-masing isebagai iPresiden idan 

iWakil iPresiden, ihal iini idi imungkinkan, ikarena idiatur idalam 

iPasal illl iaturan iPeralihan iUUD i1945 iyang imenyebutkan  

i“untuk ipertama ikali iPresiden idan iWakil iPresiden i idipilih  

ioleh iPPKI” 
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Adapun ikekuasaan  ipresiden imenurut iUUD i1945 

idapat idibagi idalam itiga ihal iyaitu: 

1) Kekuasaan iPresiden idalam ibidang ieksekutif 

2) Kekuasaan iPresiden idalam ibidang ilegislatif 

3) Kekuasaan iPresiden isebagai iKepala iNegara 

Adapun i iPresiden idibidang ieksekutif idiatur ipada 

iPasal i4 iayat i(1). iPasal i5 iayat i(2) iUUD i1945 iyaitu imemegang 

ikekuasaan ipemerintahan imenurut iUUD idan imenetapkan 

iperaturan ipemerintah iuntuk imelaksanakan iUU 

isebagaimana imestinya. iKekuasaan iPresiden idalam ibidang 

ilegislatif imerupakan ipartner idari iDPR iyang iartinya  

iPresiden ibekerja isama idengan iDPR idalam ituga-tugas 

ilegislatif  iyaitu idalam imembuat iUndang-Undang idan 

imenetapkan iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara. 

iKetentuan iPresiden imempunyai iwewenang idalam ibidang 

ilegislatif iseperti idiatur idalam iPasal i5 iayat i(1) iPresiden  

imemegang ikekuasaan imembentuk iUndang-Undang 

idengan ipersetujuan iDPR, iPasal i20 iayat i(1) itiap-tiap 

iUndang-Undang imenggunakan ipersetujuan iDPR idan 

iPasal i21 iayat i(1) ianggota-anggota iDPR iberhak imengajukan  

irancangan iUndang-Undang. 

Sedangkan iPresiden isebagai iKepala iNegara, idiatur 

idalam iPasal i10 imemegang ikekuasaan itertinggi iterhadap 

iTNI, iPasal i11 imenyatakan iperang, imembuat iperdamaian 

idan iperjanjian idengan inegara ilain idengan ipersetjuan i iDPR, 
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iPasal i12 imenyatakan idalam ikeadaan ibahaya, iPasal i13 

imengangkat idan imenerima iduta idan ikonsul, iPasal i14 

imemberi igrasi, iamnesti,  iabolisi idan irehabilitasi idan iPasal i15 

imemberi igelar, itnda ijasa idan ilain-lain. 

c. Dewan iPerwakilan iRakyat 

Susunan ikeanggotaan iDPR idiatur idalam iUndang-

Undang iDasar i1945 i(Pasal i19) iberdasarkan ibeberapa 

iketentuan iUU itentang iDPR, ibahwa ikeanggotaan iDPR 

idipilih ioleh irakyat imemlalui ipemilihan iumum idan idengan 

ipenunjukan ipengangkatan, ianggota iDPR iyang idiangkat  

itersebut iterdiri idari igolongan ikarya iangkatan ibersenjata  

idan igolongan ikarya ibukan iangkatan ibersenjata. iTugas iDPR 

idapat ibaca idalam iUUD i1945 iterutama iPasal-Pasal iyakni: 

iPasal i20 iayat i(1), i20 iayat i(2), i22 iayat i(1), i(2), i(3), iPasal i23 iayat  

i(1), i(2), i(3) idan i(4). iAdapun iwewenang iDPR iyaitu: 

1) Hak ibertanya 

2) Hak iinterplasi 

3) Hak iangket 

4) Hak iinisiatif 

5) Hak ibudget 

6) Hak iamandemen 

d. Mahkamah iAgung 

Pasal i16 iayat i(1) iUUD i1945 imenetapkan ibahwa 

isusunan iDPA iditetapkan idengan iUndang-Undang, iayat i(2) 

imenyatakan iDPA iberkewajiban imemberi ijawaban iatas 
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ipertanyaan iPresiden idan iberhak imengajukan iusul ikepada 

ipemerintah. iPada iera iorde ilama ikeanggotaan iDPA iterdiri 

idari iwakil idari igolongan ipolitik, iwakil idari igolongan ikarya 

idan iwakil ipemuka-pemuka idaerah, isedangkan iyang 

imenjadi iketuanya iPresiden iSoekarno isendiri. iKemudian idi 

iera iorde ibaru idikeluarkanlah iUU iNomor i4 iTahun i1978 

isusunan ianggota iDPA iterdiri idari: itokoh-tokoh ipolitik, 

itokoh-tokoh ikarya, itokoh idaerah idan itokoh inasional.  

iDidalam iUU itersebut idijelaskan ipula ibahwa ianggota iDPA  

itidak iboleh idirangkap ioleh: 

1) Presiden 

2) Wakil ipresiden 

3) Menteri i 

4) Jaksa iAgung 

5) Ketua/Hakim iAgung 

6) Ketua/ ianggota idan iPemeriksa iKeuangan 

7) Anggota iDPR 

8) Pimpinan iMPR 

9) Jabatan ilain iyang itidak imungkin idirangkap imenurut 

iperaturan iPerundang-undangan. 

MA imempunyai ihak imenguji iformil iuntuk imenilai 

isesuatu iperaturan iperundang-undangan i(dibawah iUU) iitu 

idibuat isebagaimana  imestinya  imenurut iUUD i1945, 

isedangkan ihak imenguji imateril ihak idari iMA iuntuk 

imenentukan iapakah isuatu iperaturan iperundang-
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undangan iyang idibuat ioleh isuatu ilembaga inegara iitu iisinya 

itidak ibertentangan idengan iperaturan iperundang-udangan 

iyang ilebih itinggi, idengan ialasan iformil idan imateril itidak 

idipenuhi, imaka iMA iberhak imenyatakan isuatu iperaturan 

iperundang-undangan iitu itidak isah idan ibatal. i iMahkamah 

iAgung imembawahi i4 i(empat) iperadilan idi iIndonesia, iyaitu: 

iPeradilan iUmum, iPeradilan iAgama, iPeradilan iMiliter, idan 

iPeradilan iTata iUsaha iNegara. 

e. Badan iPemeriksaan iKeuangan 

Diatur iPasal i23 iayat i(5), iBPK ipertama ikali iberdiri i1 

ijanuari i1947 iberdasarkan ipenetapan ipemerintah iNo. 

i11/UM iTahun i1946. iDidalam iprakteknya ilembaga iini 

ikedudukannya idibawah iPresiden iseperti ipada iera iorde 

ilama idan ihal iini ijuga idisebutkan idalam ipenjelasan iPasal i23 

iayat i(5) iUUD i1945, isebaliknya  ibadan iitu ibukan isuatu ibadan 

iyang iberdiri idiatas ipemerintah. iSebagai inegara iyang 

imenganut ipaham inegara ihukum i(penjelasan iUUD i1945), 

imaka iMA imempunyai ikedudukan iyang isangat istrategis,  

iuntuk imenegakkan ihukum imelalui iperadilan iyang iada 

idibawahnya, ibaik idalam ihal ipengawasan iputusan imaupun  

idalam imemberikan ikeadilan iterakhir ikepada imasyarakat. 

2. Lembaga iNegara iSetelah iAmandemen iUUD i1945 

Dari isegi ikelembagaannya, imenurut iUUD iNRI iTahun 

i1945 iPasca iPerubahan ikeempat i(tahun i2004) iterdapat idelapan 

ibuah iorgan inegara iyaitu: 
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a. Dewan iPerwakilan iRakyat 

b. Dewan iPerwakilan iDaerah 

c. Majelis iPermusyawarata iRakyat 

d. Badan iPemeriksa iKeuangan 

e. Presiden idan iWakil iPresiden i 

f. Mahkamah iAgung 

g. Mahkamah iKonstitusi, idan 

h. Komisi iYudisial 

Di isamping iitu iterdapat ipula ilembaga iyang idiatur  

ikewenangannya idalam iUUD iNKRI iTahun i1945, iyaitu: i1). 

iTentara iNasional iIndonesia, i2). iKepolisian i iNegara iRI, i3). 

iPemerintah iDaerah idan, i4). iPartai iPolitik. iDisamping iitu iada 

ijuga ilembaga iyang itidak idisebut inamanya itetapi idisebut  

ifungsinya iyaitu iBank iCentral. 

B. Teori Sistem iPemerintahan idan iSistem iPemerintahan 

iParlementer 

Sistem ipemerintahan imerupakan igabunngan idari i2 i(dua) 

iistilah iyaitu i“Sistem” idan i“Pemerintahan”. iSistem iadalah  isuatu 

ikeseluruhan, iterdiri idari ibeberapa ibagian iyang imempunyai 

ihubungan  ifungsionil ibaik iantara  ibagian-bagian imaupun 

ihubungan iterhadap ikeseluruhan, isehingga ihubungan iitu 

imenimbulkan iketergantungan iantara ibagian-bagian iyang 

iakibatnya ijuka isalah isatu ibagian itidak ibekerja idengan ibaik iakan 

imempengaruhi ikeseluruhannya  iitu. iSementara iitu 

ipemerintahan idalam iarti iluas iadalah isegala iurusan iyang 



40 
 

 
 

idilakukan ioleh inegara idalam imenyelenggarakan ikesejahteraan 

irakyat idan ikepentingan inegara isendiri. 

Pada isistem iini ikedudukan ieksekutif ilemah iterhadap 

iparlemen, ikarena ieksekutif ibertanggung ijawab ikepada 

iparlemen. iPada isistem iini ikedudukan ieksekutif itidak isejalan 

idengan ikeinginan iparlemen i(dewan iperwakilan), imaka 

iparlemen idapat imengajukan imosi itidak ipercaya ipemerintahan 

idengan isistem iini, ibadan ieksekutif iyang imelaksanakan ikebijakan 

ipemerintahan iyang iterdiri idari imenteri-menteri iyang idikepalai 

ioleh iseorang iperdana imenteri, imenteri-menteri itersebut 

idinamakan idewan imenteri itau ikabinet. iKepala iNegara itidak ibisa 

idimintai ipertanggung ijawaban  idalam ipelaksanaan  

ipemerintahan. iSistem iparlementer iini ibersal idari ibhasa iinggris, 

ikemudian ibanyak idianut ioleh inegara-negara ilain idengan 

ibeberapa imodifikasi idisesuaikan idengan ikondisi ikongkrit inegra 

ibersangkutan. i
22

 i 

Jadi itidak idiartikan isebagai ipemerintah iyang ihanya 

imenjalankan itugas ieksekutif isaja, imelainkan ijuga imeliputi 

ilegislatif idan iyudikatif.23
 iKetika imembahas imengenai isistem 

ipemerintahan imaka iakan ierat ikaitannya idengan ipembagian  

ikekuasaan iserta ihubungan iantara ilembaga inegara iyang 

imenjalankan ikekuasaan-kekuasaan inegara iitu, idalam irangka 

                                                             
22

 iImam iMahdi, i iHukum iTatat iNegara iIndonesia i(Perpustakaan iNasional,2011)h. 

i101-103 
23

 i iMoh. iKusnardi, idkk, iPengantar iHukum iTata iNegara iIndonesia  i(Jakarta: iPusat 

iStudi iHukum iTata iNegara iFakultas iHukum iUniversitas iIndonesia idan iCV. iSinar iBakti,  

i1983), ih. i171 
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imenyelenggarakan ikepentingan irakyat iyaitu imencapai icita-cita 

inasional iyang itertuang idalam iPembukaan iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 iAlinea iIV iyaitu 

imelindungi iseluruh itumpah idarah iIndonesia, imemajukan  

ikesejahteraan iumum, imencerdaskan ikehidupan ibangsa, idan iikut 

imelaksanakan iketertiban idunia iberdasarkan ikemerdekaan, 

iperdamaian iabadi idan ikeadilan isosial iLembaga inegara idalam 

imenjalankan ikekuasaan-kekuasaan inegara iperlu idibatasi,  iagar 

itidak isewenang-wenang, itidak itumpang itindih ikewenangan idan 

itidak iterjadi ipemusatan ikekuasaan ipada isatu ilembaga, imaka 

iperlu iadanya isuatu ipembagian iatau ipemisahan ikekuasaan. iHal 

iini idimaksudkan isemata-mata iuntuk imenjamin ihak-hak iasasi 

ipara iwarganya iagar itidak idiperlakukan isewenang-wenang ioleh 

ipenguasa. iHal iini isenada idengan iungkapan idari iLord iActon 

i“power itends ito icorrupt, ibut iabsolute ipower icorrupts 

iabsolutely” i(manusia iyang imempunyai ikekuasaan  icenderung 

imenyalah-gunakan, itetapi imanusia iyang imempunyai ikekuasaan 

itak iterbatas ipasti iakan imenyalahgunakannya).24
 iOleh ikarena iitu, 

ikekuasaan iharus idibagi-bagi iatau idipisah-pisah iagar itidak 

idisalahgunakan. iPembagian iatau ipemisahan ikekuasaan isering 

idi ikenal idengan iistilah i“Trias iPolitica”. iKonsep iTrias iPolitica 

idikemukakan ioleh iMontesquieu i(Filsuf iPreancis i- i1748), idi imana 

iTrias iPolitica iberasal idari ibahasa iYunani i“Tri” iyang iberarti itiga, 

i“As” iyang iberarti iporos/pusat, idan i“Politica” iyang iberarti 

                                                             
24

 iWidayati, iRekonstruksi iKedudukan iTAP iMPR iDalam iSistem iKetatanegaraan 

i(Yogyakarta: iGenta iPublishing, i2015), ih. i68-69 
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ikekuasaan.  iAdapun idefinisi idari iTrias iPolitica iadalah isuatu 

iajaran iyang imempunyai ianggapan ibahwa ikekuasaan inegara 

iterdiri idari i3 i(tiga) imacam ikekuasaan, iyaitu iLegislatif, iEksekutif 

idan iYudikatif.  iKekuasaan iLegislatif  iadalah imembuat iundang-

undang, ikekuasaan iEksekutif iadalah ikekuasaan imelaksanakan 

iundang-undang, idan ikekuasaan iYudikatif iadalah ikekuasaan  

imengadili iatas ipelanggaran iundang-undang. iKonsep iTrias 

iPolitica iadalah isuatu iprinsip inormatif ibahwa 

ikekuasaankekuasaan iyang isebaiknya itidak idiserahkan ikepada 

iorang iyang isama iuntuk imencegah ipenyalahgunaan  ikekuasaan 

ioleh ipihak iyang iberkuasa.25
 iArtinya ibahwa ikonsep iTrias iPolitica  

idari iMontesquieu iyang iditulis idalam ibukunya iL‟esprit ides ilois 

i(The iSpirit iof iLaws) imenawarkan isuatu ikonsep imengenai 

ikehidupan ibernegara idengan imelakukan ipemisahan ikekuasaan  

iyang idiharapkan iakan isaling ilepas idalam ikedudukan iyang 

isederajat, isehingga idapat isaling imengendalikan idan isaling 

imengimbangi isatu isama ilain i(check iand ibalaces), iselain iitu 

iharapannya idapat imembatasi ikekuasaan iagar itidak iterjadi 

ipemusatan ikekuasaan ipada isatu itangan iyang inantinya iakan 

imelahirkan ikesewenangwenangan. iDitinjau idari isegi 

ipembagian  ikekuasaannya,  ilembaga  inegara iatau ilembaga 

ipemerintah idapat idibedakan ike idalam i2 i(dua) ibagian iyaitu:26
 i 

                                                             
25

 iMiriam iBudiardjo, iDasar-Dasar iIlmu iPolitik i(Jakarta: iGramedia iPustaka iUtama, 

i2005), ih. i152 
26

  iMiriam iBudiardjo, iDinamika iSosial iBudaya, iVolume i18, iNomor i2, iDesember 

i2016. ih i152-i331 
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1. Secara ivertikal, iyaitu ipembagian  ikekuasaan imenurut  

itingkatannya. iMaksudnya iadalah ipembagian ikekuasaan  

iantara ibeberapa itingkat i ipemerintahan imisalnya iantara 

ipemerintah ipusat idengan ipemerintah idaerah idalam iNegara 

ikesatuan; i 

2. Secara ihorizontal, iyaitu ipembagian  ikekuasaan imenurut  

ifungsinya. iMaksudnya ipembagian iini ilebih imenitikberatkan  

ipada ipembedaan iantara ifungsi ipemerintahan iyang ibersifat  

iLegislatif, iEksekutif idan iYudikatif. i 

Sehubungan idengan iadanya iamandemen iterhadap 

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia, ijuga 

imengalami iperubahan. iSecara iteoritis, iperubahan itersebut 

isetidaktidaknya imembawa iperubahan  istruktural idan imekanisme  

ipenyelenggaraan inegara.27
 iPenerapan iKonsep iTrias iPolitica 

iDalam iSistem iPemerintahan iRepublik iIndonesia iAtas iUndang-

Undang iDasar iTahun i1945 iSebelum idan iSesudah iAmandemen 

iKonsep iTrias iPolitica, iberasal idari ibahasa iYunani iyang iartinya  

iPolitik iTiga iSerangkai.  iMenurut iMontesquieu, iajaran iTrias iPolitica  

idikatakan ibahwa idalam  itiap ipemerintahan inegara iharus iada i3 

i(tiga) ijenis ikekuasaan iyang itidak idapat idipegang ioleh isatu itangan 

isaja, imelainkan iharus imasing-masing ikekuasaan iitu iterpisah. 

iPada ipokoknya iajaran iTrias iPolitica iisinya itiap ipemerintahan 

inegara iharus iada i3 i(tiga) ijenis ikekuasaan iyaitu iLegislatif, iEksekutif  

idan iYudikatif, isebagai iberikut: i 

                                                             
27

 iDahlan iThaib, idkk, iTeori idan iHukum iKonstitusi i(Jakarta: iPT iRaja iGrafindo 

iPersada, i2012), ih. i87 
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a. Kekuasaan iLegislatif i(Legislative iPower) iKekuasaan iLegislatif  

i(Legislative iPower) iadalah ikekuasaan imembuat iundang-

undang. iKekuasaan iuntuk imembuat iundang-undang iharus 

iterletah idalam isuatu ibadan ikhusus iuntuk iitu. iJika ipenyusunan 

iundang-undang itidak idiletakkan ipada isuatu ibadan itertentu i, 

imaka iakan imungkin itiap igolongan iatau itiap iorang 

imengadakan iundang-undang iuntuk ikepentingannya isendiri. 

iSuatu inegara iyang imenamakan idiri isebagai inegara idemokrasi 

iyang iperaturan iperundangan iharus iberdasarkan ikedaulatan 

irakyat, imaka  ibadan iperwakilan irakyat iyang iharus idianggap 

isebagai ibadan iyang imempunyai ikekuasaan itertinggi iuntuk 

imenyusun iundang-undang idan idinamakan i“Legislatif”.  

iLegislatif iadalah iyang iterpenting isekali idalam isusunan  

ikenegaraan ikarena iundang-undang iadalah iibarat itiang iyang 

imenegakkan ihidup iperumahan iNegara isebagai ialat iyang 

imenjadi ipedoman ihidup ibagi ibermasyarakat idan ibernegara. 

iSebagai ibadan ipembentuk iundangundang, imaka iLegislatif iitu 

ihanyalah iberhak iuntuk imengadakan iundangundang isaja, itidak 

iboleh imelaksanakannya. iUntuk imenjalankan iundang-undang 

iitu iharuslah  idiserahkan  ikepada isuatu ibadan ilain. iKekuasaan 

iuntuk imelaksanakan iundang-undang iadalah i“Eksekutif” i 

b. Kekuasaan iEksekutif i(Executive iPower) iKekuasaan i“Eksekutif”  

iadalah ikekuasaan iuntuk imelaksanakan iundangundang. 

iKekuasaan imelaksanakan iundang-undang idipegang ioleh 

iKepala iNegara. iKepala iNegara itentu itidak idapat idengan 
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isendirinya imenjalankan isegala iundang-undang iini. iOleh 

ikarena iitu, ikekuasaan idari ikepala iNegara idilimpahkan  

i(didelegasikan) ikepada ipejabat-pejabat ipemerintah/Negara 

iyang ibersama-sama imerupakan isuatu ibadan ipelaksana  

iundang-undang i(Badan iEksekutif). iBadan iinilah iyang 

iberkewajiban imenjalankan ikekuasaan iEksekutif. i 

c. Kekuasaan iYudikatif iatau iKekuasaan iKehakiman i(Yudicative 

iPowers) iKekuasaan iYudikatif iatau iKekuasaan iKehakiman 

i(Yudicative iPowers iadalah ikekuasaan iyang iberkewajiban  

imempertahankan iundang-undang idan iberhak imemberikan 

iperadilan ikepada irakyatnya.  iBadan iYudikatif iadalah iyang 

iberkuasa imemutus iperkara, imenjatuhkan ihukuman  iterhadap 

isetiap ipelanggaran iundang-undang iyang itelah idiadakan idan 

idijalankan. iWalaupun ipada ihakim iitu ibiasanya idiangkat ioleh 

iKepala iNegara i(Eksekutif) itetapi imereka imempunyai 

ikedudukan iyang iistimewa idan imempunyai ihak itersendiri,  

ikarena ihakim itidak idiperintah ioleh iKepala iNegara iyang 

imengangkatnya, ibahkan  ihakim iadalah ibadan iyang iberhak 

imenghukum iKepala iNegara, ijika iKepala iNegara 

imelanggarnya. i 

Di ibawah iini iadalah ipenerapan ikonsep iTrias iPolitika idalam 

isystem ipemerintahan irepublik iIndonesia iberdasarkan  

iUndangUndang iDasar iTahun i1945: i 

Sebelum iAmandemen iBerdasarkan iuraian idi iatas idapat  

idipahami ibahwa ilembaga  inegara iatau ilembaga ipemerintah idalam 
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isistem ipemerintahan irepublik iIndonesia iberdasarkan iUndang-

Undang iDasar iTahun i1945 iSebelum iAmandemen iada i6 i(enam) 

iyaitu i: iMPR, iDPR, iPresiden, iDPA, iBPK, idan iMA. iLembaga-

lembaga itersebut imemegang ikekuasaan inegara imasingmasing.  

iberdasarkan ikonsep iTrias iPolitica iMontesquieu idi imana iadanya 

ipembagian ikekuasaan iberdasarkan ifungsi inegara ibaik iLegislatif,  

iEksekutif  idan iYudikatif, inamun iselain idari i3 i(tiga) ifungsi itersebut, 

imasih idi ibagi ilagi iyaitu iKekuasaan iKonsultatif idan iKekuasaan 

iEksaminatif. iSehingga idapat idikatakan ipenerapan ikonsep iTrias 

iPolitica idalam isistem ipemerintahan irepublik iIndonesia  

iberdasarkan iUndang-Undang iDasar iTahun i1945 isebelum  

iamandemen itidak iobsolut. i 

Sesudah iAmandemen iSedangakan ilembaga inegara iatau 

ilembaga ipemerintah idalam isistem ipemerintahan irepublik 

iIndonesia iberdasarkan iUndang-Undang iDasar iTahun i1945 

iSesudah iAmandemen iada i7 i(tujuh) iyaitu: iMPR, iDPR, iDPD, 

iPresiden, iMPR iDPR iPRESIDEN iMA iDPA iBPK iUUD i1945 

iLegislatif iEksekutif iYudikatif iKonsultatif iEksaminatif  iTrias 

iPolitica iBPK, iMA idan iMK iLembaga-lembaga itersebut imemegang 

ikekuasaan inegara imasingmasing. iBerdasarkan iajaran iTrias 

iPolitica iyang imembagi ikekuasaan inegara imenjadi i3 i(tiga) iyaitu 

iLegislatif, iEksekutif idan iYudikatif, imaka idari ike i7 i(tujuh) iyaitu i: 

iMPR, iDPR, iDPD, iPresiden, iBPK, iMA idan iMK iapakah iitu itermasuk 

idi idalamnya. iUntuk iitu iakan idilakukan  idianalisis isebagai iberikut: 



47 
 

 
 

1) Kekuasaan iLegislatif i(Legislative iPower) iKekuasaan iLegislatif,  

iadalah ipembuat iundang-undang. iLegislatif idi iIndonesia  

iberdasarkan iUndangUndang iDasar iTahun i1945 isesudah 

iamandemen iadalah iterdiri idari iMajelis iPermusyawaratan 

iRakyat i(MPR) idan iDewan iPerwakilan iRakyat i(DPR) idan 

iDewan iPerwakilan iDaerah i(DPD). iDasar ihukum iketiga  

ilembaga iini isudah idiuraikan idi imuka. 

2)  iKekuasaan iEksekutif i(Executive iPower) iKekuasaan iEksekutif  

i(Executive iPower) iadalah ikekuasaan imenlaksanakan iundang-

undang. iKekuasaan iEksekutif idi iIndonesia iberdasarkan 

iUndang-Undang iDasar iTahun i1945 isesudah iamandemen 

iadalah iPresiden. iDasar ihukum imengenai ipresiden iini isudah 

idiuraikan idi imuka. i 

3) Kekuasaan iYudikatif iKekuasaan iYudikatif iadalah ikekuasaan 

ikekuasaan iyang iberkewajiban imempertahankan iundang-

undang idan iberhak imemberikan iperadilan ikepada irakyatnya.  

iBadan iYudikatif iadalah iyang iberkuasa imemutus iperkara, 

imenjatuhkan ihukuman iterhadap isetiap ipelanggaran iundang-

undang iyang itelah idiadakan idan idijalankan. iYudikatif idi 

iIndonesia iberdasarkan iPasal i24 iAyat i(2) iUndang-Undang 

iDasar iTahun i1945 isebelum iamandemen iadalah iMA idan iMK. i 

4) Kekuasaan iEksaminatif iKekuasaan iEksaminatif iadalah  

ikekuasaan iterhadap ipemeriksaan ikeuangan inegara. iKekuasaan 

iEksaminatif idi iIndonesia iberdasarkan iPasal i23 iUndang-
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Undang iDasar iTahun i1945 isesudah iamandemen iadalah iBPK. 

iUntuk imempermudah ipemahaman. i 

Sehingga idapat idikatakan ipenerapan ikonsep iTrias iPolitica  

idalam isistem ipemerintahan iMPR iDPR iDPD iMK iBPK iUUD i1945 

iLegislatif iEksekutif Yudikatif  iEksaminatif iTrias iPolitica irepublik 

iIndonesia iDasar iTahun i1945 isebelum iamandemen itidak iobsolut. 

ikonsep iTrias iPolitica iMontesquieu iditerapkan idalam isistem 

ipemerintahan irepublik iIndonesia, inamun ipenerapan ikonsep iTrias 

iPolitica itersebut itidak isecara iobsolut. iKarena iternyata ikonsep 

iTrias iPolitica iMontesquieu imenyatakan ibahwa ipembagian  

ikekuasaan iberdasarkan ifungsi inegara isecara iLegislatif, iEksekutif,  

idan iYudikatif. i 

Amandemen iPasal i2 iUUD i1945 iterkait idengan ikewenangan 

iMajelis iPermusyawaratan iRakyat i(MPR) imelahirkan  

iketidakjelasan iterkait idengan istatus ihukum iketetapan i(TAP) 

iMPR/MPRS idalam  isistem ihukum iIndonesia. iPutusan  iMPR  iitu 

iselama iini idinamakan iketetapan iataupun ikeputusan,  itetapi 

iseharusnya idi idalam iperaturan iperundang iundangan idibedakan 

iantara iapa iitu ikeputusan idan iapa iitu iperaturan, isebagaimana iyang 

idisampaikan ioleh iJimly iAsshiddiqie idalam ibukunya  iilmu iHukum  

iTata iNegara ibahwa iantara iRegeling idan iBeschikking imerupakan 

isesuatu ihal iyang iberbeda. iSebuah iperaturan i(regeling) imemiliki 

iciri ikhas iumum idan iabstrak i(general iand iabstract) isedangkan  
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iketetapan iatau ikeputusan i(beschikking) ibersifat iindividual idan 

ikonkrit.28 

Diantara ikeputusan idan iketetapan iitu isndiri imemiliki 

iperbedaan iyang isignifikan,  ijika iketetapan ibersifat ike iluar idan 

ikedalam, isedangkan ikeputusan ibersifat iinternal. iAtas idasar 

ipembedaan iini, isampai isekarang isudah itercatat ibanyak iketetapan 

iMPR. iDisisi ilain ikeputusan iMPR ihanya iberkenaan idengan ihal-hal 

iyang irelative ibersifat itetap. iBanyaknya ijumlah iketetapan iMPR 

iyang imempunyai idaya ilaku ikeluar idan ikedalam isangat 

idipengaruhi ioleh isuasana  ipolitik idan iperkembangan ikebutuhan 

iyang idirasakan ioleh iwakil irakyat idi iMPR. iMasalahnya,  

ibagaimanakah iakan imemperlakukan  ikeputusan idan iketetapan 

iMPR iitu iselanjutnya idalam ikonteks iwacana imengenai ipenataan  

ikembali isumber itertib ihukum idan ibentuk iserta isusunan itata iurut  

iperaturan iperundang-undangan iRepublik iIndonesia idi imasa 

imendatang.29
 i 

Setelah idilakukannya  iamandemen, iMPR itidak ilagi imenjadi 

ilembaga iNegara itertinggi. iMPR imenjadi ilembaga iyang isetara 

idengan ilembaga itinggi iNegara ilainnya. iUUD iNRI iTahun i1945 ikini 

imengenal itujuh ilembaga itinggi iNegara iyaitu iMPR, iDPR, iDPD, 

iPresiden, iMA, iMK, idan iBada iPengelola ikeuangan i(BPK) isert 

ilembaga itambahan ilain iyang ibersifat iindependen iseperti iKomisi 

iPemilihan iUmum i(KPU). iMaka, iMPR itidak idikatakan ilagi isebagai 

                                                             
28

 iJimly iAsshiddiqie, iPengantar iIlmu iHukum iTata iNegara iJilid i1 i(Sekjen iMK, 

i2006)h. i88 iLihat  ijuga iJimly iAsshiddiqie i iperihal iundang iundang ih.9 
29

 iJimly iAsshiddqie, iKonstitusi idan iKonstitusionalisme iIndonesia,, ih. i327-328 
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ipenjelmaan idari ikedulatan irakyat. iHal iini idikarenakan iperubahan 

ikedudukan iMPR idiikuti idengan iberubahnya iPasal i1 iayat i(2) iUUD 

iNRI iTahun i1945 idari i“Kedaulatan idi itangan irakyat idan idilakukan  

isepenuhnya ioleh iMPR” imenjadi i“Kedaulatan iberada idi itangan 

irakyat idan idilaksanakan imenurut iUndang-Undang iDasar”.bunyi 

iayat ibaru iini imenunjukan iUUD iNRI iTahun i1945 isebagai inorma 

itertinggi ipenyelenggaraan isuatu iNegara, iyang idimana iMPR 

idalam ipelaksanaannya  idiatur idi isana idan iharus ibisa 

imencerminkan inorma iyang itertanam idalam iUUD iNRI iTahun 

i1945. i 

 Pasca iamandemen iUndang-Undang iDasar i1945, ikonsep 

iMPR isebagai ipemegang ikedaulatan irakyat idihapus.30
 iMPR itidak 

ilagi imemegang ikekuasaan itertinggi idalam isistem iketatanegaraan 

idi iIndonesia. iMPR itetap itidak ibisa idikategorikan isebagai ilembaga  

ilegislatif ikarena iMPR itidak imembuat iperaturan iperundang-

undangan.31
 iTetapi iMPR imasih ibisa idikategorikan isebagai 

ilembaga iperwakilan irakyat, ikarena isusunan ianggota iMPR isaat iini 

iterdiri iatas ianggota iDewan iPerwakilan iRakyat idan ianggota 

iDewan iPerwakilan iDaerah iyang idipilih imelalui ipemilihan iumum. 

iJika idilihat idari ikomposisi ianggota iMajelis iPermusyawaratan 

iRakyat imaka iMPR idapat idigolongkan isebagai ilembaga iparlemen.  

iAdapun idengan imasih iadanya ikewenangan imembuat iUndang-

                                                             
30

 iSofian iEfendi, i“Sistem iPemerintahan iNegara iKekeluargaan” i(Pidato  iDies iNatalis 

iXVIII iUniversitas iWangsa iManggala, iYogyakarta, i9 iOktober i2004), ih.6. 
31

 iDahlan iThaib, i“Menuju iParlemen iBikameral: iStudi iKonstitusional  iPerubahan 

iKetiga iUUD i1945” i(Pidato iPengukuhan idalam iJabatan iGuru iBesar iMadya idalam iHukum 

iTata iNegara iyang idisampaikan idi idepan iSidang iSenat  iTerbuka iUniversitas iIslam iIndonesia 

i(UII), iYogyakarta, i9 ioktober i2004), ih.6 
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Undang iDasar idanmemberhentikan ipresiden, imaka iMPR 

idianggap isebagai iinstitusi idemokrasi iperwakilan. iDewan 

iPerwakilan iDaerah isebagai isuatu ilembaga iperwakilan irakyat 

ididaerah. iSalah isatu ihasil iamandemen iUUD i1945 iadalah iPasal i1 

iAyat i2 iUUD i1945 iyang iberbunyi: i“Kedaulatan iberada idi itangan 

irakyat idan idilaksanakan imenurut iUUD”. iPerubahan iini 

imengisyaratkan ibahwa iMPR itidak ilagi imenjadi ilembaga itertinggi 

inegara idan itidak ilagi imenjadi ipemegang ikedaulatan irakyat. 

iPerubahan itersebut imenyebabkan iwewenang iMPR imenjadi 

isangat iberkurang, isebab ilembaga  iini itidak ilagi iberhak 

imengangkat ipresiden idan iwakil ipresiden ikarena isudah idipilih  

ilangsung. iMPR ijuga itidak iberhak imemecat ilangsung ipresiden idan 

iwakil ipresiden, ikarena iharus iada iusulan idari iDPR isetelah 

iMahkamah iKonstitusi imemeriksa, imengadili idan imemutuskan  

ibahwa ipresiden idan iatau iwakil ipresiden ibersalah.32 

Sebagaimana itelah idiamanatkan idalam iUndang-Undang 

iDasar itahun iNagara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 isetelah 

idilakukannya iamandemen iterhadap ipasal i2 iUndang-Undang 

iDasar i1945 iterkait idengan ikedudukan, itugas iserta iwewenang 

iMajelis iPermusyawaratan iRakyat i(MPR). iSaat iini itidak ilagi 

imenjadi ilembaga itertinggi iNegara idalam isistem iketatanegaraan 

iIndonesia. 

 

                                                             
32

 iSekretariat  iJendral iMPR iRI, iBuku iUndang-Undang iDasar iRepublik iIndonesia 

iTahun 

1945 i(Jl. iJend. iGatot iSubroto  iNo.6 iJakarta- i10270) ih. i115-116. 
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C. Teori  iSiyasah iDusturiyah  

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang 

dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai 

aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. 

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau 

penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri‟ karena secara 

definitive,tasyri‟ adalah kata yang diambil dari lafazh 

syariah yang artinya jalan yang lurus.  

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di 

dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh 

siyasah dusturiyah biasanya di batasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh 

hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prisip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya.33 

Secara iterminologis, ifiqh iadalah ipengetahuan itentang 

ihukum-hukum iyang isesuai idengan isyara‟ imengenai iamal 

iperbuatan iyang idiperoleh idari idalil-dalilnya iyang itafshili 

i(terperinci, iyakni idalil-dalil iatau ihukum-hukum iserta imengatur 

ikeadaan). iSiyasah iadalah ipengurusan ikepentingan-kepentingan 

idemi iterciptanya ikemaslahatan. iKemaslahatan idalam  iistilah  

                                                             
33 A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-

Rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h.47 
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iushul ifiqh iadalah ial-maslahah iyang isama idengan ikata ial-

manfa‟ah isebagai ibentuk itunggal idari ikata ial-mashalih. iSiyasah 

idiartikan ilagi idengan ipolitik isebagaimana iuraian iayat-ayat 

ialquran itentang ipolitik isecara isepintas idapat iditemukan ipada 

iayat-ayat iyang iberakar ikata ihukumi 

Fiqh isiyasah iadalah  iilmu itata inegara iislam iyang isecara 

ispesifik iyang imembahas itentang iseluk ibeluk ipengaturan 

ikepentingan iumat  imanusia ipada iumumnya idan inegara ipada 

ikhususnya, iberupa ipenetapan ihukum, iperaturan idan ikebijakan 

ioleh ipemegang ikekuasaan iyang ibernapasakan iatau isejalan 

idengan iajaran iislam,guna imewujudkan ikemaslahatan ibagi 

imanusia idan imenghindarkan inya idari iberbagai idari 

ikemudoratan iyang imungkin  itimbul idalam ikehidupan 

ibermasyarakat,berbangsa,bernegara iyang idijalaninya.34
 i 

Bagian idari iFiqh iSiyasah isalah-satunya iialah: iSiyasah 

iDusturiyah imerupakan  iistilah  iyang iumum idikenal idalam  ikajian 

ipemikiran ipolitik iislam idan idisiplin iyang iserumpun. iJika 

isemangat iprinsip inilai-nilai iislam idan isemangat iasas-asas 

ihukum ipositif iyang iberlaku idi iIndonesia isejalan, imaka isecara 

iotomotasi ipula iruh iperundang-undangan idi iIndonesia 

imempunyai ikompatibilitas idengan  isemangat iyang idicita-

citakan idalam iislam.35 iSiyasah iberarti isuatu itindakan iyang idapat 

                                                             
34

 iAbu iAl-fadhl iAd-din iMuhammad ibin iMukram ibin iManzhur, iLisan iAl-Arab, 

iBairut: iDar iShadir, i1386/1968,h. i522; iLois iMa’ruf, iAl-Munjid ifi iAl-Lughat iwa iAl-A’tam, 

iBairut: iDar iAl-Masyriq, i1986, ih.591 
35

 iAli iAkhbar iAbaib iMas iRabbani iLubis, iIlmu iHukum idalam isimpul iSiyasah 

iDisturiyah, i(Yogyakarta: iSemesta iAksara, i2019) ih. i4. 
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imengatur irakyat ilebih idekat ikepada ikemaslahatan idan ilebih ijauh 

ikerusakan, ikendati ipun itidak imenetapkannya idan iAllah itidak 

imenurunkan iwahyu iuntuk imengaturnya. 

2. iRuang ilingkup idan ikajian isiyasah idusturiyah  

ifiqh isiyasah idusturiyah imencakup ibidang ikehidupan iyang isangat 

iluas idan ikompleks. iSekalipun idemikian, isecara iumum idisiplin  

iini imeliputi ihal-hal iberikut:36 

a. Persoalan idan iruang ilingkup ipembahasan  

b. Persoalan iimamah, ihak idan ikewajibannya  

c. Persoalan irakyat, istatusnya idan ihak-haknya  

d. Persoalan ibai’at  

e. Persoalan iwaliyul iahdi  

f. Persoalan iperwakilan  

g. Persoalan iahlul ihalli iwal iaqdi  

h. Persoalan iwizarah idan iperbandingannya 

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat 

dibagi 4 bidang: 

1) Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl 

al-hall wa al‟aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan 

muslimin dan non muslimin didalam suatu negara, seperti 

Undang-undang Dasar, Undang-undang, pertauran pelaksanaan, 

peraturan daerah dan sebagainya.   

2) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wuzarah, waliy al- ahdi, dan lain-lain.  

                                                             
36

 iH.A. iDjazuli, iFiqh iSiyasah iImplementasi(Jakarta: iKencana, i2003), i…h.47. 
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3) Bidang siyasah qadha’iyah, termasuk didalamnya masala-

masalah peradilan.   

4) Bidang siyasah idariyah,  termasuk didalamnya masalah-

masalah administratif dan kepegawaian.  

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan 

bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas 

penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas 

utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini: 

a. Al-sulthah al-tasyri’iyyah, tugas menciptakan perundang-

undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk 

melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan 

legislatif.  

Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk 

melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atau nash-

nash Al-qur‟an dan hadist.  Interpretasi adalah usaha 

negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya 

tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi 

adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada 

nash-nya, terhadap masalah yang berkembang 

berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi 

adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami 

prinsip-prinsip syari‟ah dan kehendak syar‟i (Allah). 

b. Al-sulthah al-tanfidziyah, tugas melaksanakan undang-

undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki 

kekuasaan eksekutif. Disini negara memiliki kewenangan 
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untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang 

menyangkut dengan hubungan dengan negara lain 

(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan 

ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para 

pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk 

sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara 

satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana 

halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh 

menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, 

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus 

sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. 

c. Al-sulthah al-qadha’iyah, tugas mempertahankan hukum 

dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh 

legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif.  

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya 

meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk 

menyelesaikan perkara-perkara antara sesama warganya, 

baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim 

(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara 

penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan 

tugasnya, seperti pembuatan keputusanpolitik yang 

merugikan dan melanggar kepetingan atau hak-hak rakyat 
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serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM 

rakyat).37  

3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah sumber pokok aturan agama Islam 

yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang berisi firman-

firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. 

Karena Al-Qur‟an diyakini berasal dari Allah dan teks-

teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus 

mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur 

Islam. 38 

Adapun ayat Al-Qur‟an yang berkenaan dengan 

pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah 

terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:  

                            

                                

            

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 

                                                             
37

 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Kencana, 

2014), h. 157-158. 
38

 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah 

tentang pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. Ke-1, h.51. 
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dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”39 

b. Sunnah 

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek 

kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilku 

yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang 

meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku 

nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh 

beberapa orang yang mengetahui langsung oleh beberapa 

orang yang mengetahu langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi sejak zaman Nabi hingga akhir 

dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti 

sederetan perawi yang berkesinambungan.  

c. Ijma‟   

Dalam hukum Islam, ijma‟ merupakan suatu 

keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang 

baik demi kemaslahatan umat dengan musyawarah. 

Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, 

mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di 

dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang 

tidak setuju dengan keputusan mayoritas peserta 

musyawarah, maka ijma‟ tersebut dinyatakan batal.40  

 

                                                             
39

 Depag Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Asy-syifa’ 1998), h. 69. 
40

 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, h.55. 
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d. Qiyas  

Menurut bahasa berarti penyamaan, membandingkan 

atau mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang 

lain. Qiyas menurut para ulama ushul fiqh ialah 

menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang 

tidak ada dasar nash-nya dengan cara membandingkannya 

dengan suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah 

ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena terdapat 

persamaan „illat antara kadua kejadian atau peristiwa itu.41 

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering 

di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat 

kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang 

tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima 

sebagai hukum yang harus diperhatikan.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

http://www.freedomsiana.id, diakses tanggal 01 agustus 2022 jam 22:11 WIB. 
42

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah.. h. 53. 

http://www.freedomsiana.id/
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia 

Pasca Amandemen UUD 1945 

Sejarah lahirnya MPR dimulai sejak sebelum 

kemerdekaan republic Indonesia sebagaimana diamanatkan 

Pasal lV aturan peralihan UUD 1945, dimana segala kekuasaan 

dijalanakan spenuhnya oleh Presiden dengan bantuan Komite 

Nasional.43 Keinginan untuk membentuk MPR pertama kali 

dicetuskan oleh Soekarno  dalam pidatonya tanggal  1 Juni 1945 

dengan sila keempat pancasila sebagai dasar. Nilai yang 

mendasari dibentuknya MPR ini antara lain nilai mufakat atau 

demokrasi yang mengandung prinsip kebersamaan di dalam 

Negara.44  

Prinsip lain yang mendasari sistem permusyawartan 

yakni peri kerakyatan, sebagaimana di sebutkan oleh Moh. 

Yamin dalam sidang kedua BPUPKI.  

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari 

daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang 

ditetapkan denagan Undang-Undang;   

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 

dalam lima tahun di ibu kota Negara;   

                                                             
43

 Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945, sebelum 

MPR dan DPR terbentuk, yang menjalankan fungsi legislative adalah KNIP.h. 15. 
44

 Samsul Wahidin, MPR RI dari masa ke masa, Bina Aksara, Jakarta 1986, h.69 
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3. Seluruh pemerintah bersama-sama dengan Presiden 

bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

dan  

4. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat di tetapkan 

suara terbanyak. 

Melihat irumusan  itersebut idapat iditarik ikesimpulan ibahwa 

ikedudukan iMPR imenurut iMoh. iYamin iialah ilembga ikekuasaan  

itertinggi idi iNegara irepublik iIndonesia iyang iterdiri idari 

iperwakilan ipolitik i(DPR), iwakil idaerah, idan iwakil igolongan iyang 

idipilih isecara ibebas idan imerdeka ioleh irakyat idengan isuara 

iterbanyak. iMaka idari iitu, iMPR imenjadi irepresentasi idari iseluruh 

ilapisan imasyarakat iselayaknya iBadan iperwakilan iyang idi imaksud  

idalam ikonsep iini. 

Soepomo idalam irapat iBPUPKI itanggal i13 iJuli i1945 ijuga 

imengemukakan iide iyang ihamper iberupa. iBeliau imenggunakan  

iistilah iBadan iPermusyawaratan iyang imendasarkan iIndonesia 

imerdeka idengan iprinsip imusyawarah. iFungsi idari ibadan iini 

iantara ilain. i i i 

1. Sebagai ibadan ipermusyawaratan idari irakyat iyang iakan 

imenetapkan igaris-garis ikebijaksanaan  ipemerintah idi isamping 

ikepala iNegara, idan  

2. Sebagai ipengawas idalam iarti ipasangan ikepala iNegara idi idalam 

imenyelenggarakan ipemerintahan. iDengan ikerjasama,  ikepala 

iNegara  isenantiasa  imengetahui  i aspirasi  imasyarakat  
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iserta  i masalah-masalah  i yang  i timbul,  iterjelma  idi  

idalam  i badan  ipermusyawaratan.  

Nama ibadan ipermusyawaratan irakyat idiubah imenjadi 

imajelis ipermusyawaratan irakyat ipada isidang itanggal i13 iJuli i1945. 

iPerubahan iini imerupakan isalah isatu iusulan idai iParada 

iHarahap,dimana ipenggunaan iterminologi i„Badan‟ idirasa ijanggal.  

iTerminologi i„Majelis‟ ilebih isesuai. iLebih ilanjut, iSukiman imemberi 

itambahan imasukan ibahwa ikedudukan iMPR idan iDPR idan 

ianggotanya idipilih ioleh irakyat. iPendapat-pendapat iini ipada 

iakhirnya imenjadi irumusan iPasal i2 iUUD i1945. 

Rapat iBPUPKI iselanjutnya iyakni ipada itanggal i15 iJuli i1945, 

iSoepomo imengusulkan isebuah irumusan: i“Kedaulatan iadalah 

iditangan irakyat idan idilakukan isepenuhnya ioleh iMajelis 

iPermusyawaratan iRakyat.” iSebagai ibentuk ipenjelmaan iseluruh 

irakyat iyang ianggotanya iterdiri iatas iseluruh irakya, iwakil idaerah, 

idan iwakil igolongan, imaka iMPR iberwenang imemilih ikepala 

iNegara i(Presiden) idan iwakil iPresiden.45
 iKonsepsi iMPR iini 

ikemudian idiresmikan ioleh iBPUPKI ipada itanggal i16 iJuli i1945, 

ibersamaan idengan idisahkannya irancangan iUndang-Undang 

iDasar imenjadi iUndang-Undang iDasar iyang idisetujui isecara ibulat  

ioleh iseluruh ianggota irapat iyang ihadir. 

Seiring idengan iberjalannya iwaktu, iMPR imengalami 

ipenyusutan ikewenangan iakibat idiamandemennya iUUD i1945 

ipada itahun i1999, i2000, i2001, idan i2002. iPerubahan iyang iterjadi 

                                                             
45

 iVide iPasal i6 iayat  i(2) i iUndang-Undang iDasar i1945. 



63 
 

 
 

ipada iMPR iterletak ipada iaspek ikedudukan, isusunan,  

ikeanggotaan, idan iwewenang isebagaimana idirangkum idalam 

itable iberikut:  

UUD i1945 iSEBELUM 

iAMANDEMEN i 

UUD i1945 iSESUDAH 

iAMANDEMEN 

Pasal i1 iayat i(2) 

Kedaulatan idi itangan irakyat 

idan idilakukan isepenuhnya ioleh  

iMPR. 

Kedaulatan iberada idi itangan 

irakyat idan idilaksanakan 

imenurut iUndang-Undang 

iDasar. 

Implikasi i: 

MPR isebagai ilembaga iNegara 

itertinggi. 

Implikasi: 

MPR isejajar idengan ilembaga-

lembaga iNegara ilain. 

SUSUNAN 

Pasal i2 iayat i(1) 

Anggota iDPR iditambah iutusan  

idaerah idan iutusan igolongan. 

Anggota iDPR idan ianggota iDPD 

Implikasi: 

Majelis iPermusyawaratan 

iRakyat iterdiri iatas ianggota-

anggota iDPR, iditambah idengan  

iutusan-utusan idari idaerah-

daerah idan igolongan-golongan,  

imenurut iaturan-aturan iyang 

iditetapkan idengan iUndang-

Implikasi: 

Majelis iPermusyawaratan 

iRakyat iterdiri iatas ianggota 

iDewan iPerwakilan iRakyat idan 

iAnggota iDewan iPerwakilan  

iDaerah idan idipilih imelalui 

ipemilihan iumum idan idiatur  

ilebih ilanjut idengan iUndang-
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Undang Undang 

WEWENANG 

- MPR imenetapkan iUUD i 

idan igaris-garis ibesar  

ihaluan iNegara i(Pasal i3). 

- Presiden idan iWakil 

iPresiden idipilih ioleh  

iMajelis iPermusyawaratan 

iRakyat idengan isuara 

iterbanyak. i{Pasal i6 iayat i(2)}; 

- Memberhentikan ipresiden 

idan/atau iWakil iPresiden. 

- Mengubah idan imenetapkan 

iUUD i{Pasal i3 iayat i(1) idan 

iPasal i37}; 

- Melantik iPresiden idan/atau 

iwakil iPresiden i i{Pasal i3 iayat  

i(2)}; 

- Memberhentikan iPresiden  

idan/atau iWakil iPresiden  

idalam imasa ijabatanyya  

imenurut iUUD isetelah 

imelalui iproses ipolitik idi 

iDPR idan iproses ihukum idi 

iMK i{Pasal i3 iayat i(3)} 

- Memilih iWakil iPresiden idari 

idua icalon iyang idiusulkan  

ioleh iPresiden idalam ihal 

iterjadi ikekosongan iWakil 

iPresiden i{Pasal i8 iayat i(2)} 

Implikasi: 

- Anggota iDPR idipilih imelalui 

ipemilihan iumum idari icalon  

iyang idiusulkan ipartai ipolitik 

idan ianggota iDPR iyang 

Implikasi: 

- Anggota iDPR idipilih imelalui 

ipemilihan iumum idari icalon  

iyang idiusulkan  ioleh ipartai 

ipolitik, idan 
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idiangkat idari iABRI, idan 

- Utusan idaerah idiangkat  

iutusan igolongan idi iangkat. 

- Anggota iDPD idipilih imelaui 

ipemilihan iumum idari icalon  

iperseorangan 

Tabel i1 iPerbandingan iSusunan, iKedudukan, iSusunan iKeanggotaan, idan 

iKewenangan iMPR iSebelum idan iSesudah iAmandemen iUUD i1945 

Beberapa iaspek iyang idapat idibandingkan, ipertama iadalah 

ikedudukan. iKedudukan iMPR isebelum idi ilakukannya iperubahan 

iUUD i1945 iadalah isebagai ilembaga iNegara itertinggi, idimana iMPR 

imerupakan ipenjelmaan iseluruh irakyat i(Vertretungsorgan ides 

iWillens ides iStaatsvolkes) idan ipresentasi ikedaulatan irakyat.46
 

iPresiden iharus imenjalankan iGBHN iyang iditetapkan iMPR. iPosisi 

iMPR isebagai ilembaga iNegara itertinggi. iMenjadikan ipresiden 

isebagai imandataris iMPR iyang iharus imenjalankan iputusan-

putusan iMPR isupaya ikedudukannya itidak ineben, itetapi 

iuntergeordnet iterhadap iMPR. 

Sebagai ilembaga idibawah iMPR, imaka iPresiden iperlu 

imenyampaikan  ipertanggungjawabannya ikepada iMPR. iBenyuk 

ipertanggungjawaban iPresiden iantara ilain ilewat imelaporkan  

ipelaksanaan  iGBHN iyang iditetapkan ioleh iUndang-Undang iDasar 

iatau iMPR idihadapan isidang iumum iMPR ipada isaat imengakhiri i 

imasa ijabatannya. iMPR idalam ikewenangannya ikemudian  

imemberikan ievaluasi ipada ilaporan ipenanggungjawaban  itersebut, 

idengan iopsi iMPR idapat imenerima iatau imenolak ilaporan 

ipertanggungjawaban ipada iakhir imasa ijabatan. iJika iMPR imenolak 

                                                             
46

 iSistem iPemerintahan iNegara idalam ipenjelasan idalam iUndang-Undang iDasar 

iNegara irepublic iIndonesia iTahun i1945. 
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ipertanggungjawaban itersebut, iMPR ikembali imemiliki idua 

ipilihan, iyakni imemberhentikan iPresiden idari ijabatannya  iatau 

imemerintahkan iPresiden imerevisi ipertanggungjawabannya. 

Jika iditeliti ilebih ilanjut, isebetulnya ikeputusan iuntuk 

imemberhentikan iPresiden idari ijabatannya isetelah ipemberian 

ipertanggungjawaban itidak imemiliki iimplikasi ihukum iapapun.  

iHal iini idikarenakan imasa ijabatan iPresiden itelah iberakhir isetelah 

idisampaikannya ilaporan ipertanggungjawaban. iJikapun  

idiperintahkan iuntuk imerevisi ilaporan ipertangguangjawaban,  

imaka isecara ide ifacto iMPR itelah imemperpanjang imasa ijabatan 

iPresiden iyang isudah isemestinya iberhenti idan iini imenyalahi 

ilagitimasi ipolitik idalam isuatu irezim. iTindakan itersebut imenyalahi 

iperiode ijabatan iPresiden iyang isebenarnya ihanya i5 iTahun imenjadi 

ilebih  idari iitu. iBerkaca ipada iopsi-opsi idiatas ibeserta iimplikasinya,  

imaka isistem ipertanggungjawaban  ipada iakhir imasa ijabatan isecara 

itidak ilangsung imengerucutkan iMPR iuntuk ihanya ibias imenerima  

iserta imengesahkan ilaporan ipertanggungjawaban iPresiden. 

Konsep iPresiden iyang iadalah imandataris idari iMPR ijuga 

idiimplementasikan idalam  ijabatannya idimana ipresiden ibisa 

idiberhentikan ioleh iMPR, icontohnya irezim iPresiden iSoekarno idan 

iPresiden iAbdurrahman iWahud.47
 iKewenangan ipemberhentian 

iini idiatur idalam iketetapan iMPR itentang itatatertib idimana 

idisebutkan ibahwa iMPR idapat i“mencabut imandate idan 

imemberhentikan iPresiden idalam  imasa ijabatannya  iapabila 

                                                             
47

 iBagir iManan, i2003, iLembaga iKepresidenan, iFH iUII iPress, iYogyakarta,h. i106 
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iPresiden/mandataris isungguh imelanggar ihaluan iNegara 

idan/atau iUUD iNRI iTahun i1945.” iTindakan iini icukup 

imencerminkan isistem iparlementer idimana iMPR ibertindak 

isebagai ilembaga itertinggi. i 

Setelah idilakukannya iamandemen, iMPR i itidak ilagi imenjadi 

ilembaga iNegara itertinggi. iMPR imenjadi ilembaga iyang isetara 

idengan ilembaga itinggi iNegara ilainnya. iUUD iNRI iTahun i1945 ikini 

imngenal itujuh ilembaga itinggi iNegara iyaitu iMPR, iDPR, iDPD, 

iPresiden, iMA, iMK, idan iBadan iPengelola iKeuangan i(BPK) iserta 

ilembaga itambahan ilain iyang iberisfat iindependen iseperti iKomisi 

iPemilihan iUmum i(KPU). iMaka,MPR itidak i idikatakan ilagi isebagai 

ipenjelmaan idari ikedaulatan irakyat. iHal iini idikarenakan 

iperubahan ikedudukan iMPR idiikuti idengan iberubahnya ibunyi 

iPasal i1 iayat i(2) iUUD iNRI iTahun i1945 idari i“kedaulatan iberada 

iditangan irakyat idan idilaksnakan imenurut iUndang-Undang 

iDasar”. iBunyi iayat ibaru iini imenunjukkan i iUUD iNRI iTahun i1945 i 

isebagai inorma itertinggi ipenyelenggaraan isuatu iNegara, iyang 

idimana iMPR idalam ipelaksanaannya idiatur idisana idan iharus ibisa 

imencerminkan inorma iyang itertanam idalam iUUD  iNRI iTahun 

i1945. 

Posisinya isetara idengan iPresiden imembuat iMPR itidak ilagi 

imenjadi imandataris idari iPresiden. iPresiden itidak ilagi 

ibertanggungjawab ikepada iMPR idikarenakan iposisinya iyang 

isetara idan imetode ipemilihan iPresiden itidak ilagi idipilih ioleh iMPR 

imelainkan ilangsung ioleh irakyat. iParadigm ikedaulatan irakyat ipun 
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iberubah idalam ikonsep ipelaksanaan  ijabatan iPresiden, idimana 

idulu iMPR iyang idianggap imempresentasikan iseluruh irakyat 

imenjadi isah  iuntuk imemilih  ikepala iNegara. iNamun ipengertian  

ikedaulatan irakyat iberpindah idari iperwakilan iMPR imenjadi 

iPresiden itidak iperlu imemberi ilaporan ipertanggungjawabannya  

ikepada iMPR ikarena iPresiden ibertanggungjawab i ipada irakyat  

iyang imemilihnya. i 

Kedua, iyaitu isusunan idan ipengisian ikeanggotaan idari iMPR. 

iSusuna ikeanggotaan iMPR isebelum iamandemen iterdiri idari iDPR i 

iditambah idengan iUtusan iDaerah idan iUtusan iGolongan  

isebagaimana idisebutkan idalam iPasal i2 iayat i(1)  iUUD iNRI iTahun 

i1945. iKeberadaan iUtusan iDaerah idan iUtusan iGolongan idalam 

iMPR idiharapkan idapat imenjadi ijustifikasi icerminan ipenjelmaan  

irakyat ikarena imampu imempresentasikan isemua ikepentingan idari 

iseluruh ilapis imasyarakat. iKetiga iunsur iini imemiliki 

iketerwakilannya imasing-masing. iDPR ididasari ioleh iprosedur  

iperwakilan i ipolitik iyang idimana itugasnya iadalah imembawah iisu-

isu inasional idan ibertindak iuntuk ikepentingan inasional. iMaka idari 

ikeberadaan iDPR iyang i imempresntasikan ikepentingan inasional,  

iUtusan iDaerah iada iuntuk imembawa  ikepentingan idaerah iyang 

ididasari ioleh iprosedur iperwakilan  idaerah. iHal iini iuntuk 

imenyimbangi ifocus ikerja idari iMPR isebgai ipenjelmaan iseluruh  

irakyat isupaya itidak iserta imerta ihanya ifocus ipada imasalah idan 

ikepentingan inasional. 
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Utusan iGolongan idalam ikonsepsi isebelum iamandemen 

ididasari ioleh iprosedur iperwakilan ifungsional idimana iUtusan 

iGolongan imencerminkan idemokrasi iekonomi idan imembawa 

ikepentingan igolongan iekonomi. iUtusan iGolongan  ilahir idari 

ikebutuhan iakan iaspirasi idari igolongan iyang itidak idapat 

iditampung ioleh iDPR iselaku ilembaga  iperwakilan idan ijuga iagar  

iketerkaitan ikultural, ihistoris, iekonomi idan ipolitik iantara iagama 

idan igolongan itercermin idalam isistem iketerwakilan iyang iada. iHal 

iini isesuai idengan ihakikat iMPR isebagai iperwujudan ikedaulatan 

irakyat idan isebagai idan isebagai ipenjelmaan irakyat isebelum 

iamandemen, idmana iterdapat itiga iunsur ikeanggotaan, iyaitu: 

i. Anggota ilembaga iperwakilan irakyat iyang idipilih  imelalui 

iproses ipolitik iyang imelibatkan ipartai ipolitik iberdasarkan 

iprinsip iperwakilan ipolitik idan idemokrasi ipolitik;  

ii. Utusan-utusan idaerah iyang imencerminkan iprinsip iperwakilan  

idaerah i(regional irepresentation) iyang isangat ipenting idalam 

iupaya imenjamin ipersatuan ibangsa idan ikesatuan iNegara; idan  

iii. Utusan-utusan igolongan ifungsional iyang idapat imenutupi 

ikelemahan isistem irekruitmen ipolitik iberdasarkan ipeinsip 

iperwakilan ipolitik imelalui iperanan ipartai ipolitik.48 

Ketiganya idimaksudkan iuntuk imenjamin iagar  

ikepentingan iseluruh irakyat iyang iberdaulat ibenar-benar itercermin 

idalam ikeanggotaan iMPR isehingga  ilembaga iyang imempunyai 

ikedudukan itertinggi itersebut isah idisebut isebagai ipenjerlmaan  
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 iJimly iAsshiddiqie, iperkembangan…., ih. i145. 
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ikedaulatan irakyat. iSayangnya, ipara ipenggagas idan iperancang 

iUndang-Undang iDasar ikurang imemperhitungkan ikesulitan  

imenentukan igolongan iyang isemestinya idi iwakili icara-cara 

imemasukkan imereka isebagai iwakil idi iMPR. iDi iuni isoviet idan 

iNegara iyang imenggunakan isistem iyang isama, igolongan ipekerja 

idigabung idalam isatu ipartai ipekerja iyaitu ipartai ikomunis iatau 

inama ilain idalam ilandasan iMarxisme-Leninisme. iDengan  

idemikian iada iwadah ipolitik isebagai isalurannya, isedangkan  

igolongan imenurut iUUD i1945 itersebar-sebar imenurut imasing-

masing ikepentingan iseperti iburuh, ipetni idan ipedagang.49
 iTerjadi 

ipergeseran ipaham ikedaulatan irakyat iyang idianut idalam inaskah 

iasli iUUD i1945 idan isetelah iamandemen iMPR idinilai ikurang 

imempersentasikan iseluruh irakyat idikarenakan: i(1) ipraktik 

ipengisian ikursi iUtusan iGolongan iyang ipada ipraktiknya isulit  

iditentukan igolongan imana iyang idiwakili, idan i(2) iposisinya iyang 

idipilih ioleh iPresiden isehingga ibesar iptensinya ibahwa iyang 

iterpilih ihanya imewakili i ikepentingan  igolongan itertentu. iAlasan 

ipenghapusan iini imenurut iBagir iManan ilebih ididorong ialasan 

ipragmatis, idibandingkan idengan ialasan ikonseptual.50 

Pergeseran imakna iini imengakibatkan iadanya iurgensi 

iuntuk imengisi iposisi iMPR ilewat ipemilihan iumum. iHal iini 

idiwujudkan ilewat idihilangkannya iUtusan iGolongan idan iUtusan  

iDaerah iyang idiakomodasi iDPD iyang iadalah ilembaga  

isebagaimana iDPR. iTenyunya  ihal iini iberdampak ikepada 
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 iBagir iManan, i2000, iTeori idan iPolitik iKonstitusi, iFH iUII iPress, iYogyakarta, ih.56. 
50

 iBagir iManan, iTeori…, ih. i74. 
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iketerwakilan iyang iada idi iMPR. iMPR iyang idiharapkan  ioleh  

ifounding ipeople ikita isebagai irumah iyang iterdiri idari iseluruh irakyat 

iIndonesia,dengan ihilangnya iUtusan iGolongan imenjadi irumah 

iyang itidak irefresentatif ilagi. iPada imulanya, iUtusan iGolongan  

ihanya iditafsir ioleh ipara iperancang iUndang-Undang iDasar  

idenagan ipengertian igolongan-golongan iekonomi iseperti igerakan 

ikoperasi, iyang idianggap isebagai icerminan ikedaulatan irakyat 

idibidang iekonomi iatau idemokrasi iekonomi. iAsumsinya iadalah  

ibahwa ikepentingan iseluruh irakyat itidak icukup ihanya idiwakili 

isecarapolitik imelalui ipemilihan iumum iyang imengutamakan  

iperan ipasrtai ipolitik, iselain ipartai ipolitik idalam imasyarakat  iada 

ijuga ikelompok, iperkumpulan idan igerakan iekonomi iyang ilebih  

imencerminkan iberdaulat itidaknya irakyat idibidang iekonomi. 

Hal iini imerimbas ikepada iperan iperempuan iyang itidak 

idapat imenyuarakan ikepentingannya ikeluar irumah iseperti 

ikebidang ipolitik idi iparlemen. iWalaupun idalam ipraktiknya  

isekarang, iada itindakan iyang idilakukan ipemerintah idengan icara 

imemberikan ikuota i30% iuntuk iketerwakilan iperempuan idalam 

ipolitik idi iparlemen. iNamun iberdasarkan idata idari iBadab iPusat  

iStatistik iTahun i2010-2017, iketerlibatan iperempuan idi iparlemen 

ihanya isebesar i17,49%.51
 iTentunya ihal iini iterjadi idikarenakan  

iperan ipartai ipolitik iyang ikurang imengakomodasi ikepentingan  

idan iperan iperempuan idalam iparlemen. iPadahal ikepentingan 
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 iBadan iPusat  iStatistik i“Keterlibatan iPerempuan idi iParlemen imenurut iProvinsi”, 

iBPS.go.id, idiakses idari ihhtps://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-

keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html ipada itanggal i1 

ijuni i2022 ipk i11.14. 
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iperempuan isangatlah ibanyak, isehingga isangat iperlu ikepentingan  

itersebut idiakomodasi ioleh isuatu iperwakilan. 

Dengan idiakomodasikan ikepentingan iGolongan  

iFungsional iini, idapat imengembalikan ikembali irepresentatif 

isempurna iyang iada idi iMPR isebagai irumah irakyat idan inantinya  

iakan iterjadi imekanisme  icheks iand  ibalances iantara ikepentingan  

inasional iyang idibawa ioleh iDPR, ikepentingan idaerah iyang 

idibawah ioleh iDPD idan ikepentingan  igolongan ifungsional iyang 

idibaa ioleh iUtusan iGolongan. iHal iini isesuai idengan imakna 

idemokrasi ipartisipatoris, idimana idemokrasi iyang imenekankan  

ipartisipasi iseluruh iwarga iNegara itersebut idiikut isertakan idalam 

ihal ipengambilan ikeputusan iyang ibersifat imendasar.52
 iDengan 

imasuknya ikepentingan idan iturut iserta igolongan ifungsional 

itersebut ike idalam iMPR, iMPR ibetul-betul imenjadi irepresentative 

iyang itidak ihanya idimiliki ioleh ielit ipolitik isemata. iDengan  

ikomposisinya  iyang irepresentatif, itentunya iMPR idapat imembuat 

iproduk ihukum iyang imengatasnamakan iseluruh irakyat iIndonesia.  

iTentunya ihal iini idapat imemperkuat istruktur ikelembagaan iMPR 

isendiri iyang ipada istatus ia iquo iterdiri idari iDPR idan iDPD idengan  

imasuknya ikembali ikepentingan igolongan ifungsional itersebut. i 

Salah isatu ipertimbangan  iuntuk imempertahankan 

ikeberadaan iMPR iadalah  ipemikiran ibahwa imenghilangkan  iMPR 

isama isaja imenghilangkan iSila iKerakyatan iyang idipimpin ioleh 

ihikmat ikebijaksanaan idalam ipermusyawaratan iperwakilan.  

                                                             
52

 iSaifudin,  iPartisipasi  iPublik iDalam iPembentukan iPeraturan iPerundang-

Undangan, iFH iUII iPress, iYogyakarta,h.33. 
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iPrinsip ipermusyawaratan idia ianggap itercermin idalam 

ikelembagaan iDPR.53
 iSecara ikelembagaan, iMPR isbenarnya  

imerupakan ilembaga itinggi iNegara iyang iberidir isendiri ibukan 

ikarena isebagai isuatu iforum iperlemen isebagaimana icongress idi 

iAmerika iSerikat. 

Kewenangan iyang iberubah idari isebelum idan isesudah  

iamandemen iberkaca ipada isusunan idan ikedudukan iMPR isebelum  

iamandemen, iMPR iberwenang imenetapkan iUUD idan iGBHN, 

imemilih  iPresiden idan iWakil iPresiden iberdasarkan isuara 

iterbanyak, idan imemberhentikan iPresiden idan iWakil iPresiden ijika 

iterbukti imelakukan ipelanggaran. iKewenangan iMPR isetelah 

iamandemen ibergeser imenjadi isebagai iberikut.54 

1. Menurut iPasal i3 iayat i(1) iUUD iNRI iTahun i1945, iMPR iberwenang 

imengubah idan imenetpakan iUUD. iWalaupun iPasal iini iterlihat 

ipenting ikarena imengubah idan imenetapkan iUUD, itetapi ihanya 

idilakukan isecara iincidental, ibukan itugas iyang isetiap iwaktu 

iharus idilakukan ikarena imengubah  ikonstitusi ilain ihalnya 

idengan imenubah iUndang-Undang iyang iprosesnya ilebih icepat. 

iFungsi iini iseperti ifungsi iyang idilakukan ioleh ikonstituante ipada 

imasa iKonstitusi iRepublik iIndonesia iSerikat i1949 idan iUndang-

Undang iDasar iSementara i1950.  

2. MPR isudah itidak imemegang ikewenangan iyang isangat ipenting 

idalam isistem iketatanegaraan, iyaitu idengan itidak iadanya 
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 iJimly iAsshiddiqie, i2004, iFormat iKelembagaan iNegara  idan iPergeseran 

iKekuasaan idalam iUUD i1945, iFH iUII iPress, iYogyakarta,h.13. 
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 iReni iDwi iPurnomowati, i2005, iImplementasi iSistem iBikameral idalam iparlemen 
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ikewenangan iuntuk imemilih iPresiden idan iWakil iPresiden, 

isebagaimana idijelaskan ipada iPasal i6A idan iPasal i22E iUUD i1945.  

3. Dalam ihal iimpeachment, imenurut iPasal i7A idan i7B iperubahan 

iketiga iUUD i1945, iini ijuga imerupakan  ikejadian iyang itidak iselalu 

iterjadi. iDalam isejarah iketatanegaraan idan ipolitik idiberbagai 

iNegara, itidak isetiap iTahun iPresiden i idiberhentikan ioleh 

iparlemennya i(dalam ikonteks iIndonesia, ioleh iMPR). iDan idalam 

ihal iini iMK iyang imemeriksa idan imemutuskan idari igugatan 

iyang idiajukan ioleh iDPR. iSehingga, iuntuk imemberikan 

ikepastian ihukum idan ikebiwaan idari ilembaga ihukum 

i(Mahkama iKonstitusi), iMPR isebaiknya ihanya imengeksekusi 

ipuutusan iyang itelah idijatuhkan ioleh iMK, ilewat ipenetapan 

ipenurunannya idalam isidang. 

Perubahan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia iTahun i1945 iyang idilakukan iMPR idari itahun i1960 

isampai idengan itahun i2002, idi idalam iperubahan ikeempat iUndang-

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945, iPasal i1 

iAturan iTambahan, iMPR iditugasi iuntuk imelakukan ipeninjauan 

iterhadap imateri idan istatus ihukum iketetapan iMPRS idan 

iKetetapan iMPR iuntuk idiambil iputusan ipada isidnang iMPR  iTahun 

i2003. iPerubahan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia iTahun i1945 iyang itelah idilaksanakan ioleh iMajelis 

iPermusyawartan iRakyat isesuai idengan iketentuan iPasal i37 

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  iTahun i1945 

imembawa ipula iakibat iyang icukup imendasar itentang ikedudukan, 
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itugas, iwewenang ilembaga-lembaga iNegara idan ilembaga 

ipemerintahan iyang iada, iserta istatus iberbagai iaturan ihukum iyang 

iselama iini iberlaku idalam ipenyelenggaraan inegara.perubahan  

ikedudukan, itugas idan iwewenang iMPR imenurut iUndang-

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 iyang itelah  

idiubah iyang itelah imenghilangkan ikewenangan iMPR iuntuk 

imembentuk iKetetapan-Ketetapan iMPR iyang ibersifat imengatur ike  

iluar,seperti imembuat igaris-garis ibesar ihaluan inegara i(GBHN). 

iKarena iMPR itidak ilagi imembuat iGBHN iuntuk idilaksanakan ioleh  

iPresiden imaka iPresidenlah iyang imempersiapkan iprogram 

ikerjanya isesuai idengan iUndang-Undang iDasar iRepublik 

iIndonesia iTahun i1945. iPasal i6A iUndang-Undang iDasar inegara 

iRepublik iIndonesia iTahun i1945 imenetapkan ibahwa iPresiden idan 

iWakil iPresiden idipilih idalam isatu ipasangan isecara ilangsung ioleh  

irakyat, isehingga iPresiden itidak ilagi imempunyai ikewajiban iuntuk 

ibertanggungjawab ikepada iMPR. iPerubahan ikewenangan iMPR 

idalam ihal ipemebentukan iketetapan iMPR iyang iberlaku ike iluar  

imembawa ipula iakibat iperubahan ipada ikedudukan idan istatus 

ihukum iketetapan iMPRS idalam itata isusunan i(hierarki) iPeraturan 

iPerundang-Undangan iRepublik iIndonesia. iDalam imasa itransisi 

iberlaknya iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  

iTahun i1945 i(sebelum iperubahan) ike imasa iberlakunya iUndang-

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 i(setelah 

iperubahan), idan iuntuk imelakukan i“penyesuaian”  iterhadap 

isegala iperubahan iyang iterjadi, idalam isidang itahunan iMPR iTahun 
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i2003, isebagaimana itugas iyang idi iamatkan ioleh iPasal i1 iAturan  

iTambahan, iPasal i1 idan iPasal ill iAturan iPeralihan iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia.Tahun i1945 imaka iMPR 

imembentuk isebuah iketetapan iyaitu iketetapan iMPR iRI iNomor 

il/MPR/2003 iyang iberisi ipeninjauan iterhadap imateri idan istatus 

ihukum iKetetapan-Ketetapan iMPRS idan iMPR idari itahun i1960 

isampai idengan itahun i2002.  

iPerubahan ikeempat iUndang-Undang iDasar iNegara 

iRepublik iIndonesia itahun i1945 itelah imenegaskan  ibahwa 

iPerubahan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  

itahun i1945 imulai iberlaku ipada itanggal iditetapkan, iyaitu itanggal 

i10 iAgustus i2002. iNamun ipada isaat iitu iterdapat isejumlah 

iKetetapan iMPRS idan iketetapan iMPR iyang isecara ihukum imasih 

iberlaku. iKetetpan iMPRS idan iKetetapan iMPR iyang isecara ihukum 

imasih iberlaku itersebut,kadang-kadang iscara inyata itetap imenjadi 

ipedoman ibagi imasyarakat iatau ipun ibagi ipejabat idalam 

imembentuk iberbagai iperaturan iperundang-undangan idalam 

irangka imenyelenggrakan ipemerintahan inegara. iSelain iitu 

iterdapat ijuga iKetetapan iMPRS idan iKetetapan iMPR iyang imasih 

idiinginkan imasyrakat iluas iuntuk idipertahankan ieksistensinya.  

B. Kedudukan iMPR iMenurut iPerspektif iSiyasah iDusturiyah 

Norma ihukum imemainkan iperanan idalam ihubungan  

ikehidupan ikenegaraan imaupun ibermasyarakat, iseperti iUndang-

Undang iDasar iTahun i1945 i(UUD i1945) imenjadi idasar ihukum 

itertulis iuntuk imengatur isegala iaspek ikehidupan ibernegara iyang 



77 
 

 
 

iakan ilebih ilanjut idiatur idalam iperaturan iperundang-undangan 

ilain iyang iberada idi ibawah iUndang-Undang iDasar iNegara 

iRepublik iIndonesia itahun i1945. iArtinya iperaturan iperundang-

undangan iyang iberada idibawah iUndang-Undang iDasar iNegara 

iRepublik iIndonesia itahun i1945 ibaik idari iaspek iprosedurnya 

imaupun idalam ihal imateri imuatan iyang itidak idapat ibertentangan 

idengan imateri imuatan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia itahun i1945. iAdapun ikelompok ihierarki inorma ihukum 

idi iIndonesia55: 

1. Pancasila i(Pembukaan iUUD i1945)  

2. Batang iTubuh iUUD i1945, iKetetapan iMajelis iPermusyawaratan 

iRakyat i(Ketetapan iMPR), idan ikonvensasi iketatanegaraan  

3. Undang-Undang  

4. Peraturan iPelaksana idan iPeraturan iOtonom 

Peraturan iperundang-undangan idalam isistematika ihukum 

imerupakan ibagian iutama idari ihukum itertulis idalam imengatur 

ikehidupan ibermasyarakat, iberbangsa, idan ibernegara. iSejarah 

ihierarki imerupakan iperaturan iperundang-undangan idi imulai idan 

idi ilatarbelakangi idari iKetetapan iMPRS iNomor iXX/MPRS/1966  

itentang imemorandum iDPR-GR imengenai isumber itetrib ihukum i 

iRepublik iIndonesia idan itata iurutan iperundang-undangan 

iRepublik iIndonesia. iSetelah ireformasi, iberdasarkan iketetapan 

iMPR iNomor iIII/MPR/2000 itentang isumber ihukum idan iTata 

iUrutan iPerundang-undangan ijenis iperaturan iperundang-
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undangan. iPembentukan iperaturan iperundang-undangan iyang 

iselanjutnya iberlaku iadalah iUndang-Undang iNomor i10 Tahun 

i2004 itentang ipembentukan iperaturan iperundang-undangan. 

iUndang-Undang iini imerupakan iaturan iformal iyang isecara igaris 

ibesar imemuat itiga ibagian, iyaitu iTata iUrutan iPerundang-

undangan idan imateri imuatan iperundangan, ipembentukan 

iperaturan iperundang-undangan i idan iteknis iperundang-

undangan. iPembaharuan ihierarki iperaturan iperundang-

undangan itidak ihanya iberhenti ipada iUU iNomor i10 iTahun i2004, 

ipada i12 iAgustus i2011 iUU iNomor i10 iTahun i2004 idinyatakan itidak 

iberlaku idengan imunculnya iUU iNomor i12 iTahun i2011 itentang 

ipembentukan iperaturan iperundang-undangan.56 

Adapun itata isusunan i iperaturan iperundang-undangan 

iberdasarkan iPasal i7 iayat i(1) iUU iNomor i12 iTahun i2011 iadalah: 

1. Undang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 

i1945;  

2. Ketetapan iMajelis iPermusyawaratan iRakyat;  

3. Undang-Undang/Peraturan iPemerintah iPengganti iUndang-

Undang;  

4. Peraturan iPemerintah; 

5. Peraturan iPresiden; 

6. Peraturan iDaerah iProvinsi idan 

7. Peraturan iDaerah iKabupaten/Kota 
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Undang-Undang iDasar i iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 

i1945 i(pra iAmandemen) itersebut imengatur iberbagai imacam 

ilembaga inegara ibaik idari ilembaga  inegara itertinggi ihingga 

ilembaga itinggi inegara. iKonsepsi ipenyelenggaraan inegara iyang 

idemokratis ioleh ilembaga-lembaga  inegara itersebut isebagai 

iperwujudan idari isila ikeempat iyang imengedepankan iprinsip 

idemokrasi iperwakilan idituangkan isecara iutuh ididalamnya. 

iDalam imelaksanakan ipekerjaan ipemerintah iPresiden idibantu 

ioleh isebuah  ibadan iyakni iKomite iNasional iIndonesia iPusat i(KNIP) 

iyang itercantum ipada iparaturan idalam iUUD iterkait idalam iPasal iIV 

itentang iaturan iperalihan iUUD i iNRI i1945 iberbunyi: 

“sebelum iMajelis iPermusyawaratan iRakyat, iDewan 

iPerwakilan  iRakyat idan iDewan iPertimbangan iAgung idi 

ibentuk imenurut iUndang-Undang iDasar iini, isegala 

ikekusaanya idi ijalankan ioleh iPresiden idengan ibantuan ioleh 

iKomite iNasional.” i 

Sesuai idengan iketentuan idalam iaturan ipemerintah iPasal iIV 

iUUD i1945 itersebut, imaka idibentuk iKomite iNasional iyang 

itugasnya imembantu ipekerjaan iPresiden. iKeanggotaan iKomite 

iNasional iIndonesia iPusat isendiri idi iambil idari ibeberapa ianggota  

idari iPPKI. iKomite iNasional iIndonesia iPusat iini idiakui imerupakan  

icikal ibadan idari ilegislatif iIndonesia. iMengingat ipada iawal 

ikemerdekaan ikeadaan idan isituasi inegara iIndonesia ipadasaat iitu 

ibelum ibegitu i i 
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aman idan imelihat idari iPasal iIV iaturan iperalihan iUUD i1945 

iditentukan idalam ikeputusan ibaru.57 

Apabila idilihat idari isisi ilain i iFiqh iSiyasah iDusturiyah idapat 

idibagi ikepada: 

1. Bidang isiyasah itasyri’iyah, itermasuk idi idalamnya ipersoalan  iahl 

ial-hall iwa ial i‘aqd, iperwakilan ipersoalan irakyat. iHubungan  

imuslimin idan inon imuslim idi idalam isuatu inegara, iseperti 

iUndang-Undang iDaasar, iUndang-Undang, iperaturan 

ipelaksanaan, iperaturan idaerah idan isebagainya. 

2. Bidang isiyasah itanfidhiyah, itermasuk idi idalamnya  ipersoalaan  

iimamah, ipersoalan ibai’ah, iwuzarah, iwaliy ial-ahdi idan ilain-lain. 

3. Bidang isiyasah iqadha’iyah, itermasuk idi idalamnya imasalah-

masalah iperadilan. 

4. Bidang isiyasah iidariyah, itermasuk idi idalamnya imasalah-

masalah iadministratif idan ikepegawaian. 

Orang-orangnya iberkedudukan isebagai iwakil irakyat, idan 

isalah isatu itugasnya imemilih ikhalifah iatau ikepala inegara. iHal iini 

idari isegi ifungsionalnya, isama iseperti iMajelis iPermusyawaratan 

iRakyat i(MPR) idi iIndonesia isebagai ilembaga itertinggi inegara idan 

ipersonal-personalnya imerupakan iwakil-wakil irakyat iyang idipilih  

ioleh irakyat idalam ipemilu, idan isalah isatu itugasnya iadalah imemilih  
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 iYusmaliana idan iKun iBudianto, iHukum iTata iNegara idi iIndonesia, i(Malang: iSetara 

iPress,2016),h. i45-49. 
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iPresiden i(sebagai ikepala inegara idan ikepala ipemerintahan), 

inamun idari ibeberapa isegi ilain ibahwa iMPR itidak iidentik.58 

Lembaga iperwakilan  iIslam itermanifestasikan  idalam iahlul 

iḥalli iwal iaqdi. iSedangkan idalam iketatanegaraan iIndonesia 

ilembaga iperwakilan idiwujudkan  idalam ibingkai iMajelis 

iPermusyawaratan iRakyat. iNamun ipasca iPerubahan iKetiga iUUD 

i1945, isistem iketatanegaraan iIndonesia imengalami iperubahan  

ifundamental iterkait ikelembagaan iMPR. iMPR isebelumnya  

iditempatkan isebagai ilembaga itertinggi iyang imemegang 

ikedaulatan irakyat, ikini ikedudukannya isejajar idengan ilembaga  

inegara ilain iyang iditegaskan  idalam iPasal i1 iayat i(2) iUndang-

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945 idan iPasal i3 

iUU iNomor i27 iTahun i2009 itentang iMD3. iThe iThird iamandment 

ireduces ithe iauthority iof ithe iMPR, iyang itidak irelevan idengan  

isistem ipolitik iketatanegaraan iIndonesia. iPenelitian iini ibertujuan 

iuntuk imengetahui ikonstruksi iahlul iḥalli iwal iaqdi idalam itradisi 

iIslam, ikonstruksi iMPR idi iIndonesia isebelum idan isesudah  

iamandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  

itahun i1945, irekonstruksi iahlul iḥalli iwal iaqdi idalam isistem 

iketatanegaraan iIndonesia ikaitannya idengan irelevansi ikedudukan  

iMPR ipasca iamandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia itahun i1945, idan iimplikasi irekonstruksi iahlul iḥalli iwal 

iaqdi idi iIndonesia iberkaitan idengan irelevansi ikedudukan iMPR 

ipasca iamandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 
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 iSuyuti iPulungan, iFiqh isiyasah iajaran, isejarah, idan ipemikiran, i(Jakarta: iRaja 

iGrafindo  iPersada,2002) ih. i67. 
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iIndonesia itahun i1945 iterhadap isistem ipolitik iketatanegaraan 

iIndonesia. iPenelitian iini idikategorikan ipenelitian ikepustakaan 

i(library ireseacrh) idengan imenggunakan ipendekatan ifilosofis,  

inormatif idan isosiologis. iIni imenunjukkan ikedudukan iMPR ipasca 

iamandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  

itahun i1945 itidak irelevan idengan isistem ipolitik iketatanegaraan 

iIndonesia iyang idilihat idari itiga ifaktor: i 

1. ikewenangan iMPR ipasca iamandemen iUUD i1945 imasih isangat  

ibesar; 

2. iterdapat idistribusi ikekuasaan idari iMPR ikepada ilembaga  

inegara ilain; 

3.  imenyebabkan ibias isistem ipewakilan. i 

Namun, isecara ifilosofis ididapati ibahwa iterdapat ikesamaan 

ikonsep iantara iahlul iḥalli iwal iaqdi idengan iMPR isebelum  

iamandemen. iMaka iperlu iada irekonstruksi iahlul iḥalli iwal iaqdi idi 

iIndonesia iyang imengarah ipada irekonstruksi iMPR imenjadi 

ilembaga itertinggi inegara idalam isistem  iketatanegaraan iIndonesia. 

iReposisi ikedudukan iMPR ipasca iamandemen iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945 imengakibatkan  

ikeberadaan iMPR imenjadi itawar idan imandul, itermasuk iproduk 

ihukum iyang idihasilkan iseperti iKetetapan iMPR. 

ketentuan iPasal i2 iTap iMPR iNomor iIII/MPR/200059
 

iMengingat iMPR iselama iini itelah ibanyak imengeluarkan  

                                                             
59

 iTap iMPR iNo. iIII/MPR/2000 itentang iSumber iHukum idan iTata iUrutan 

iPerundangUndangan iadalah: i1) iUndang-Undang iDasar, i2) iKetetapan iMPR, i3) iUU, i4) 

iPerpu, i5) iPP, i6) iKepres, idan i7) iPerda. iLihat: iAbdy iYuhana, iSistem iKetatanegaraan  
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iproduknya iyang imengatur imasalah iketatanegaraan idalam ibentuk 

iKetetapanketetapan. iMenurut ihierarki iketentuan iperundang-

undangan, ihasil iproduk iMPR imenempati iurutan ikedua isetelah 

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945. 

iKenyataan iini imelahirkan ipermasalahan itentang ikeberadaan 

iketetapan-ketetapan iitu isetelah ilembaga iMPR ibukan ilagi isebagai 

iLembaga iTertinggi inegara, ibahkan ibila inanti idihilangkan.60
 i 

Berbeda idengan iproblematika ireposisi ikedudukan iMPR 

idalam isistem iketatanegaraan iIndonesia iyang isecara ifundamental 

iberdampak ikepada isistem ipolitik iIndonesia, idalam iIslam idikenal 

ijuga ibadan iperwakilan iyang iposisinya isama idengan iMPR isebelum  

iamandemen. iSecara ifilosofis, ibadan iperwakilan idalam isistem  

ipemerintahan iIslam iyang itermanifestasikan idalam ilembaga iahlul  

iḥalli iwal iaqdi idan ibadan iperwakilan idalam isistem iketatanegaraan 

iIndonesia imempunyai iprinsip iyang isama. iPrinsip iitu iadalah  

iprinsip imusyawarah iyang ididasarkan ipada inilai-nilai imufakat 

idan idemokrasi. iHal itersebut ibisa idilihat idari isejarah ipembentukan 

ikedua ilembaga itersebut. iSelain  iitu, ipersamaan ikedua ilembaga  

itersebut iterletak ipada icita-cita ipembentukannya. iBaik iahlul iḥalli 

iwal iaqdi imaupun iMPR isama-sama imenjadi ipenampung iaspirasi 

irakyat idan ipemegang itertinggi idari ikedaulatan irakyat. iIni iartinya,  

ikedua ilembaga itersebut imempunyai ikekuasaan ipenuh iterhadap 

isuara idan iaspirasi idari irakyat. iPada isistem ipemerintahan iIslam, 

                                                                                                                                                       
iIndonesia iPasca iPerubahan iUUD i1945: iSistem iPerwakilan idi iIndonesia idan iMasa iDepan 

iMPR iRI, i ih.143 
60

 iAbdy iYuhana, iSistem iKetatanegaraan iIndonesia iPasca iPerubahan iUUD i1945: 

iSistem iPerwakilan idi iIndonesia idan iMasa iDepan iMPR iRI, ih. i143. 
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iahlul iḥalli iwal iaqdi imemegang iperanan iyang ipenting isebagai 

iotoritas iyang imemiliki ikekuasaan itertinggi. iPosisinya isebagai 

ilembaga iyang imempunyai ikekuasaan itertinggi idalam inegara 

itidak iserta imerta imenjadikan iahlul iḥalli iwal iaqdi isebagai ilembaga  

iyang iotoriter. iSejatinya, idi idalam iIslam ipun imengenal iadanya 

iteori itrias ipolitik iyang idikenal idicetuskan ioleh iMontesquieu.  

iKonsep itrias ipolitica iini itidak ibertentangan idengan iFikih 

iSiyasah,61
 idi imana iimplementasinya  idapat idilihat ipada imasa 

iKhulafaur irasyidin. iPada imasa iKhalifah iUmar ibin iKhaththab 

ibahkan idibentuk isuatu iundang-undang iuntuk imengatur iperihal 

ipembagian ikekuasaan idalam ipemerintahan iIslam. 

Sebagai ipenjelmaan iseluruh irakyat, isusunan ikeanggotaan 

iahlul iḥalli iwal iaqdi idan iMPR ijuga iberasal idari iberbagai ikalangan.  

iSebab, ikedua ilembaga iini imewakili imasyarakat iyang imajemuk.  

iMenurut ian-Nawawi, iahlul iḥalli iwal iaqdi iterdiri idari ipara iulama, 

ipemimpin, ipemuka irakyat iyang imudah idikumpulkan iuntuk 

imemimpin idan imewakili ikepentingan iumat. iBerbeda idari ian-

Nawawi, iRasyid iRidha.62
 imenyebutkan ibahwa iMuhammad 

iAbduh ijustru imenyamakan iahlul iḥalli iwal iaqdi idengan iulil iamri 

iyang idimaknai isebagai ikumpulan iorang idari iberbagai iprofesi idan 

ikeahlian iyang iada idalam imasyarakat. iTidak ijauh iberbeda idengan 

iahlul iḥalli iwal iaqdi, idilihat idari isegi ikedudukan idan ikeanggotaan, 

isecara inormatif ikedudukan idan ikeanggotaan iMPR isebelum  
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 iNidia iZuraya, i“Fikih iSiyasah, iwww.republika.co.id., idiakses i01 iJuni i2020. 
62

 iMuhammad iZulifan, i“Politik iIslam idi iIndonesia: iIdeologi, iTransformasi, idan 

iProspek idalam iProses iPolitik iTerkini”, iJurnal ipolitik iIslam iIndonesia: iIndonesia iPolitical 

iScience iReview, iVol. iI, ino i2 i(2016), ih. i178. 



85 
 

 
 

iamandemen isudah imencerminkan iIndonesia iyang iplural idengan  

isusunan ikeanggotaan iyang idiambil itidak ihanya iperwakilan  

ipolitik imelainkan idari iperwakilan idaerah idan igolongan 

isebagaimana itertuang idalam iPasal i2 iayat i(1) iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  itahun i1945 iNaskah iasli. iDi 

iIndonesia ipraktik ipenerapan iperan idan ifungsi iahlul iḥalli iwal iaqdi 

ibahkan isudah idimulai ipada iera isebelum ikemerdekaan. 

iDibentuknya iPanitia iPersiapan iKemerdekaan iIndonesia i(PPKI) 

iyang idiketuai ioleh iSoekarno idibantu ioleh iMuhammad iHatta iserta 

iberanggotakan idua ipuluh isatu iorang iyang iberpengaruh idapat 

idisetarakan idengan iperan idan ifungsi iahlul iḥalli iwal iaqdi. iSebab 

isebagaimana iahlul iḥalli iwal iaqdi idalam isistem ipemerintahan 

iIslam, iPPKI ijuga imenerapkan ipola ipemilihan ipemimpin. 

Abdul iKhaliq iAhmad, iseorang ipakar idari iPKB63
 

imenyatakan ibahwa: 

 i“Amandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia itahun i1945 iharus imenyerap isebanyak imungkin  

iaspirasi irakyat. iHal iini imenjadi ipenting imengingat  

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  itahun 

i1945 isebagai iKonstitusi ibangsa iini, imerupakan icerminan 

ikehendak idan iperjuangan irakyat iIndonesia.” i 

Senada idengan iAbdul iKhaliq iAhmad, iTheo iSambuaga 

i(Golkar) ijuga imengungkapkan: i 
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 iDenny iIndrayana, iAmandemen iUUD i1945 i“Antara iMitos idan iPembongkaran” ih. 
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“Kita iharus imemaksimalkan  irapat-rapat idengar-pendapat 

idengan imasyarakat. iRapat-rapat ikonsultasi iprovinsi ijuga 

iharus idioptimalkan iuntuk imendengar iapa ikehendak 

irakyat. iKita itidak iboleh imembatasi irapat-rapat i(kita) ihanya 

ipada imasalah-masalah iprosedural iatau iteknis. iSetelah  

imendengar ipendapat imasyarakat, ibarulah iproses 

ipembuatan irancanagan i(amandemen) iini ibisa idimulai.” 

 iMelihat ipenjelasan idi iatas, irekonstruksi ikedudukan iMPR 

ipasca iamandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia itahun i1945 imerupakan isuatu ikeniscayaan.  

iKemungkinan-kemungkinan iyang iterjadi isejalan idengan igagasan  

irekonstruksi iahlul iḥalli iwal iaqdi idalam isistem iketatanegaraan 

iIndonesia iberkaitan idengan irelevansi ikedudukan iMPR ipasca 

iamandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  

itahun i1945 iialah: 

Salah isatu ifungsi iyang idijalankan iMPR iberkaitan idengan  

ilegislasi iialah imenyangkut ipengubahan idan ipenetapan iUndang-

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945. iDalam 

isebuah iproses ipembuatan ikonstitusi i(mengubah idan imenetapkan 

iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  itahun i1945), 

ikepentingan-kepentingan ipolitik iadalah isebuah ikeniscayaan.  

iTerlebih iapabila ibadan ipembuat ikonstitusi iadalah isebuah 

ilembaga ilegislatif iyang imerepresentasikan  ikepentingan ipartai 

ipolitik. iElster imemandang ibahwa ibadan ipembuat ikonstitusi iyang 

ibekerja isebagai iparlemen iakan  imemiliki ikepentingan-
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kepentingan ipolitik iyang iakan imemengaruhi ihasil iakhir  

ipembuatan ikonstitusi iyang ibersangkutan. iDi imana ikewenangan 

isebagai ilembaga iatau ibadan ipembuat ikonstitusi idipegang ioleh 

iMPR64
 isebagaimana irumusan idalam  iUndang-Undang iDasar 

iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945. 

Menurut iSyafi‟i iMa‟arif, iamandemen iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945 iharus idiserahkan ike  

itangan ipara iahli iyang ibenar-benar imemahami imasalah ihukum 

imenyangkut ibentuk ipemerintahan idan iberbagai isoal ilain iyang 

iberkenaan idengan iitu. iBahkan iForum iRembuk iNasional 

iberanggapan ibahwa iakan iterlalu iriskan ibila iotoritas ipenuh 

idiberikan ikepada iMPR iuntuk imengamandemen ikonstitusi 

imengingat isaat iini iMPR ikental idengan inuansa ipolitik. 

Sejatinya iahlul iḥalli iwal iaqdi idalam isistem iketatanegaraan 

iIslam idikonstruksikan isebagai ilembaga idengan iotoritas itertinggi 

ikarena imemegang ikedaulatan irakyat isecara ipenuh. iAhlul iḥalli iwal 

iaqdi ididasarkan ipada iprinsip imufakat idan idemokrasi. iDengan  

iotoritas itertinggi, iahlul iḥalli iwal iaqdi imempunyai ifungsi, itugas idan 

iwewenang imengenai ihal-hal iihwal iseperti imemantau ikhalifah  

ipada iurusan ikenegaraan imaupun ikemaslahatan iumat iyang 

iberhubungan idengan imoralitas ikhalifah.  iSusunan  

ikeanggotaannya iyang itidak ihanya idari ipara iulama, inamun idiisi 

ioleh ikaum iprofesional idengan ilatar  ibelakang ikeilmuan iyang 

iberbeda iyang imemperoleh ilegitimasi iumat. 
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 i“Majelis iPermusyawaratan iRakyat imengubah idan imenetapkan iUndang-Undang 

iDasar”. iPasal i3 iayat i(1) iUUD i1945 iPasca iPerubahan 
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Sedangkan ikonstruksi iMPR idalam isistem iketatanegaraan 

iIndoenesia idibedakan iatas iMPR isebelum iamandemen idan iMPR 

isesudah iamandemen iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia itahun i1945. iSebelum iamandemen iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945, iMPR idikonsepsikan  

isebagai ilembaga itertinggi inegara iyang iberdasarkan inilainilai 

imufakat idan idemokrasi. iSebagai ilembaga itertinggi inegara, ifungsi, 

i256 itugas idan iwewenang iMPR imenyangkut ihal-hal ifundamental 

iseperti imenetapkan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia itahun i1945, imemilih iPresiden idan iWakil iPresiden, iserta 

imenetapkan iGBHN. iKeanggotaannya ipun iterdiri idari ianggota  

iDPR, iutusan idaerah, iutusan igolongan, idan iABRI. iSetelah 

iperubahan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia  

itahun i1945, iMPR idireposisi ikedudukannya imenjadi ilembaga  

itinggi inegara idengan itugas idan iwewenangnya iyaitu imengubah  

idan imenetapkan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik 

iIndonesia itahun i1945, imelantik iPresiden idan iWakil iPresiden, iserta 

imelakukan  iprosedur iimpeachment iPresiden. iSementara 

ikeanggotaannya iterdiri idari ianggota iDPR idan ianggota iDPD. 

iFungsi, itugas idan iwewenang iMPR  iseperti ilembaga itertinggi 

inegara, iterjadinya idistribusi ikekuasaan idari iMPR ikepada ilembaga  

inegara ilain, ibias isistem ibadan iperwakilan iyang idianut iIndonesia. I 

MPR isebagai ilembaga itinggi inegara idengan isistem ipolitik 

iketatanegaraan iIndonesia. iSehingga iharus idilakukan  irekonstruksi 

ikedudukan iMPR iuntuk imengembalikan ikedudukannnya isebagai 
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ilembaga itertinggi inegara. iDi idalam iIslam imengarah ipada 

irekonstruksi iahlul iḥalli iwal iaqdi isebagai igerak ikontekstualisasi 

iFikih iSiyasah idi iIndonesia. iSedangkan imengenai iimplikasi iadanya 

irekonstruksi iahlul iḥalli iwal iaqdi idi iIndonesia iberkaitan idengan 

irelevansi ikedudukan iMPR ipasca iamandemen iUndang-Undang 

iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945 iterhadap isistem  

ipolitik iketatanegaraan i257 iIndonesia,  imaka iada ibeberapa ihal iyang 

imenjadi ipertimbangan ipenulis, iyakni:  iPrinsip iCheck iand iBalances, 

iPrinsip iDemokrasi,  idan iPenguatan iSistem iPemerintahan 

iPresidensial. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti bahas dalam bab-

bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut 

1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu 

lembaga negara ysang anggotanya terdiri dari DPR dan 

DPD. Pasal yang mengatur MPR adalah Pasal 2 dan Pasal 3 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Sedangkan 

kedudukan MPR sebelum amendemen yaitu MPR 

merupakan lembaga negara tertinggi, setelah MPR 

diamandemenkan maka kedudukan MPR  sama dengan 

lembaga-lembaga lainnya.  

2. Berdasarkan pandangan Siyasah Dusturiyah Kedudukan 

MPR dapat dikatakan baik apabila memenuhi prinsip 

kedudukan manusia dibumi, prinsip kekuasaan sebagai 

amanah, prinsip mamahami tugas sebagai kedaulatan 

rakyat. Tidak boleh bagi seorang muslim maupun 

nonmuslim melanggar peraturan negara terkait menjalankan 

kedudukan sebagai MPR atau kedaulatan rakyat. 

B.  Saran 

Rekonstruksi MPR harus dibarengi dengan penerapan 

nilai-nilai positif keberadaan MPR sebagai lembaga yang dicita-
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citakan para pendiri bangsa. Sebagai lembaga tertinggi guna 

menutup tindak kesewenangwenangan maka diperlukan juga 

regulasi yang mengatur MPR secara lebih spesifik dengan 

membentuk Undang-Undang MPR tersendiri. 
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